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v “Fiat justitia ruat coelum (Sekalipun esok langit akan runtuh, keadilan 
harus tetap ditegakkan)”. 
(Asas Hukum) 
v “Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila 
engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk 
urusan yang lain)”. 
(Q.S. Al-Insyirah : 6-7) 
v “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari (kebajikan) yang 
dikerjakannya dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang 
(diperbuatnya)”. 
(Q.S. Al-Baqarah : 286) 
v “Dan janganlah kamu jadikan (nama) Allah sebagai penghalang untuk 
berbuat kebajikan, bertakwa dan menciptakan kedamaian di antara 
manusia”. 
(Q.S. Al-Baqarah : 224) 
v “Mengetahui kekurangan diri sendiri adalah tangga untuk mencapai cita-
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GITA SARI ZULAIFAH. E0006137. 2011. IMPLEMENTASI PRINSIP 
CAVEAT VENDITOR DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HAK 
KONSUMEN (STUDI TERHADAP PENJUALAN OBAT TANPA IZIN 
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) SECARA BEBAS 
DI KOTA DEPOK). Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret 
Surakarta.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah bagaimana implementasi 
prinsip caveat venditor dalam upaya perlindungan hak konsumen pada praktik 
penjualan obat tanpa izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) secara 
bebas di Kota Depok.  
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif, 
menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus dengan cara 
meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mengkaji bagaimana 
implementasi prinsip caveat venditor (kehati-hatian pelaku usaha) dalam upaya 
perlindungan hak-hak konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 
1999 tentang Perlindungan Konsumen jika dikaitkan dengan praktik penjualan 
obat tanpa izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Kota 
Depok. Penulisan ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. 
Metode dalam pengumpulan bahan hukum tersebut adalah studi kepustakaan. 
Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan pendekatan 
undang-undang dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan sumber bahan 
hukum yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan rujukan internet. Analisis 
penelitian yang digunakan adalah silogisme deduktif dengan pengumpulan 
sumber penelitian untuk menafsirkan norma terkait, kemudian sumber penelitian 
tersebut diolah dan dianalisis untuk menjawab permasalahan yang diteliti.  
Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep prinsip 
caveat venditor dalam upaya perlindungan konsumen sesuai Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu terdapat pada Pasal 4 tentang 
pemberian hak-hak kepada konsumen dan pada Pasal 7 mengenai pembebanan 
kewajiban-kewajiban terhadap pelaku usaha. Kemudian implementasi prinsip caveat 
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Makanan (BPOM) di Kota Depok adalah dengan melaksanakan segala ketentuan-
ketentuan yang terkait dalam upaya perlindungan hak konsumen yang mengkonsumsi 
produk obat seperti yang tercantum pada Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut. Hal ini dilakukan untuk mencegah 
dan mengurangi ekses negatif yang dapat diderita oleh konsumen karena peredaran obat 
ilegal tersebut.  
 






GITA SARI ZULAIFAH. E0006137. 2011. IMPLEMENTATION OF THE 
PRINCIPLE OF CAVEAT VENDITOR IN PROTECTING CONSUMER 
RIGHTS (A STUDY OF DRUG SELLING WITHOUT MARKETING 
PERMISSION FROM BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 
(BPOM) INDEPENDENTLY AT DEPOK CITY). Faculty of Law of Sebelas 
Maret University, Surakarta. 
The purpose of this study was to examine how the implementation of the 
principle of caveat venditor in protecting consumer rights on the practice of drugs selling 
independently without marketing permission from Badan Pengawas Obat dan Makanan 
(BPOM) at Depok City. 
This research is a normative law prescriptive, used the act approach and case 
approach by assessing the library materials or secondary data that examine how the 
implementation of the principle of caveat venditor (prudential business actors) in an 
effort to protect consumer rights under the Act No. 8 of 1999 on Consumer Protection 
related to the practice of drugs selling without a marketing permission from Badan 
pengawas Obat dan Makanan (BPOM) at Depok City. This research using primary, 
secondary, and tertiary legal materials. The method of collection of legal materials is 
literature study. Legal materials that have been collected and analyzed with the approach 
by the statute and case approaches. Collection techniques used sources of legal materials 
is the study of literature and internet references. Analysis of the research is deductive 
syllogism with the collection of research sources to interpret the relevant norms, then the 
source of the study was processed and analyzed to answer the problem under study.  
Based on research results can be concluded that the concept of the principle of 
caveat venditor in consumer protection efforts in accordance to the Act No. 8 of 1999 on 
Consumer Protection that is contained in Article 4 on the gift of rights to consumers and 
on Article 7 concerning the imposition of obligations to businesses. Then the 
implementation of the principle of caveat venditor to practice medicine without a 
marketing permission by Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) is to implement 
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product as listed in Article 4 and Article 7 of the Act No. 8 of 1999 on the Consumer 
Protection. This is done to prevent and reduce the negative excesses that can be suffered 
by consumers due to the illegal drug circulation. 
 
Key words : the principle of caveat venditor, consumer rights protection, drugs selling 







Alhamdulillaahirabbil’alamin, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah 
SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, ridho, hidayah dan inayah-Nya 
kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) 
ini dengan baik tanpa terjadinya suatu halangan apapun. Penulisan  hukum 
(skripsi) ini sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum dalam ilmu 
hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Ketertarikan penulis mengambil judul “IMPLEMENTASI PRINSIP 
CAVEAT VENDITOR DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN 
(STUDI TERHADAP PENJUALAN OBAT TANPA IZIN BADAN 
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) SECARA BEBAS DI KOTA 
DEPOK)” adalah untuk mengetahui bagaimana telaah normatif mengenai 
implementasi prinsip caveat venditor dalam upaya perlindungan hak konsumen 
sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
jika dikaitkan dengan kasus penjualan obat tanpa izin Badan Pengawas Obat dan 
Makanan (BPOM) secara bebas di Kota Depok.  
Adapun dalam proses penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, 
kendala dan hambatan. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada 
waktunya berkat bimbingan, saran, dan bantuan dari berbagai pihak. Pada 
kesempatan yang berkesan ini, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan 
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BAB I. PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Perlindungan konsumen saat ini menjadi problematika yang sangat krusial 
sehingga sering mendapatkan perhatian khusus dari masyarakat luas. Berbagai 
masalah yang berkaitan dengan kepentingan konsumen seringkali menjadi 
polemik berkepanjangan yang dalam penyelesaiannya sering ditemukan bahwa 
hasilnya sangat merugikan konsumen. Hal ini disebabkan karena lemahnya posisi 
konsumen dibandingkan dengan pelaku usaha, seperti misalnya pada kasus 
penjualan parsel berisi makanan yang sudah kadaluarsa serta makanan-makanan  
mengandung bahan pengawet yang berbahaya. Ketidaktahuan dan 
ketidakberdayaan konsumen ini dimanfaatkan oleh sebagian pelaku usaha untuk 
mendapatkan keuntungan tanpa memperhatikan hak-hak para konsumen. Keadaan 
tersebut juga merupakan beberapa faktor penyebab timbulnya gerakan 
perlindungan konsumen di dunia. 
   Jika dilihat dari segi histori, di Amerika Serikat dalam gerakan awal 
perlindungan konsumen ditandai oleh tujuan dan filosofi bahwa pengaturan 
dimaksudkan untuk memberikan bantuan atau perlindungan terhadap konsumen 
yang berpenghasilan rendah (low-income consumer), memperbaiki cara distribusi 
dan kualitas barang dan jasa, meningkatkan jumlah persedian barang dan jasa di 
pasar, serta meningkatkan persaingan antara para pelaku usaha. Sedangkan di 
Indonesia sistem legitimasi mengenai pengaturan hak-hak konsumen melalui 
undang-undang merupakan bagian dari implementasi sebagai suatu negara 
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politik dapat disebut juga sebagai suatu konstitusi yang mengandung ide negara 
kesejahteraan yang tumbuh berkembang karena pengaruh sosialisme sejak abab 
ke-19 (Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008 : 173). Oleh karena itu, betapa 
pentingnya hak-hak konsumen sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan 
rakyat sehingga melahirkan pemikiran yang berpendapat bahwa hak-hak 
konsumen merupakan “generasi keempat hak asasi manusia”, yang merupakan 
kata kunci dalam konsepsi hak asasi manusia dalam perkembangan umat manusia 
di masa-masa yang akan datang (http://my.greasy.com/komparta/gerakan_ 
perlindungan_konsumen. html, 1 Mei 2010). 
Permasalahan yang dihadapi oleh konsumen di Indonesia saat ini seperti 
juga yang dialami konsumen di negara-negara berkembang lainnya tidak hanya 
sekadar bagaimana memilih barang, tetapi jauh lebih komplek dari itu yaitu 
menyangkut pada penyadaran semua pihak, baik itu pelaku usaha, pemerintah 
maupun konsumen sendiri tentang pentingnya perlindungan konsumen. Pelaku 
usaha menyadari harus menghargai hak-hak konsumen, memproduksi barang dan 
jasa yang berkualitas dan aman dikonsumsi, mengikuti standar yang berlaku 
dengan harga yang sesuai (reasonable). Begitu juga pemerintah memerlukan 
undang-undang serta peraturan-peraturan di segala sektor yang berkaitan dengan 
berpindahnya barang dan jasa dari pelaku usaha ke konsumen. Pemerintah juga 
bertugas untuk mengawasi berjalannya peraturan serta undang-undang tersebut 
dengan baik. Serta kesadaran konsumen untuk mempunyai perlindungan yang 
lebih akan hak-hak yang mereka miliki juga harus selalu ditingkatkan sehingga 
dapat melakukan sosial kontrol terhadap perbuatan dan perilaku pelaku usaha dan 
pemerintah. 
Sebagai salah satu contoh kurangnya perhatian terhadap perlindungan hak 
konsumen di Indonesia adalah dimana banyak dijumpainya praktik penjualan 
obat-obatan yang tidak memiliki izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan 
(BPOM) secara bebas oleh pelaku usaha. Padahal telah terdapat suatu ketentuan 
standar dari suatu produk obat bahwa dapat dipasarkan atau diperjualbelikannya 
produk obat tersebut harus mendapatkan izin edar dari BPOM. Hal ini diatur 
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(1) yang menyatakan bahwa : “Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat 
diedarkan setelah mendapat izin edar”. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen juga menekankan kewajiban produsen sebagai 
pelaku usaha. Hal ini dijelaskan pada Pasal 7 huruf d bahwa : “Kewajiban pelaku 
usaha yaitu menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau 
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang 
berlaku”. 
Beberapa jenis produk yang diproduksi oleh para pelaku usaha seperti 
produk pangan atau obat-obatan pada dasarnya bukanlah produk yang 
membahayakan, namun memiliki sifat mudah tercemar atau mengandung racun 
dan bahan-bahan berbahaya apabila lalai dan tidak berhati-hati dalam 
pembuatannya (John Pieris dan Wiwik Sri W, 2007 : 69). Kelalaian tersebut erat 
kaitannya dengan kemajuan di bidang industri dan persaingan yang tidak sehat 
antara para pelaku usaha yang semakin kompleks. Perlindungan konsumen 
terhadap produk pangan atau obat-obatan yang bermasalah ini paling efektif 
dilakukan pemerintah khususnya oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan 
(BPOM). Idealnya, sistem penyaluran atau distribusi produk pangan atau obat-
obatan sebelum masuk dan ketika beredar di pasaran tak boleh luput dari 
pengawasan BPOM. Namun saat ini di Indonesia kontrol pemerintah yang dalam 
hal ini adalah BPOM atas tata niaga produk pangan dan obat-obatan serta bahan 
pengawet tersebut masih sangat lemah (http://www.suarakarya-online.com/ 
news.html?id=134661, 2 Mei 2010).  
Berdasarkan permasalahan tersebut maka perlu adanya penegasan 
spesialisasi hubungan antara konsumen dan produsen, yaitu hubungan yang 
dibangun berdasarkan prinsip caveat venditor, dimana pelaku usaha harus berhati-
hati dalam memproduksi produknya yang dalam hal ini produk obat-obatan dan 
juga harus melindungi hak-hak konsumen yang dibantu dengan pengawasan dari 
pemerintah khususnya BPOM. Hal ini menjadi sangat penting mengingat bahwa 
perlindungan konsumen produk obat-obatan haruslah menjadi salah satu perhatian 
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sebagai konsumen meskipun pihak konsumen sendiri juga harus selalu berhati-
hati, waspada dan teliti dalam memilih produk obat yang akan dikonsumsi. 
Dengan melihat dari wacana di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan 
menuangkannya dalam sebuah penulisan hukum dengan judul 
“IMPLEMENTASI PRINSIP CAVEAT VENDITOR DALAM UPAYA 
PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN (STUDI TERHADAP PENJUALAN 
OBAT TANPA IZIN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 
(BPOM) SECARA BEBAS DI KOTA DEPOK)”.  
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, penulis akan 
merumuskan beberapa permasalahan pokok antara lain sebagai berikut : 
1. Bagaimana konsep prinsip caveat venditor sebagai upaya perlindungan hak-
hak konsumen? 
2. Bagaimana implementasi prinsip caveat venditor terhadap praktik penjualan 
obat tanpa izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) secara bebas di 
Kota Depok? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang diambil oleh penulis di atas, maka 
tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: 
1. Tujuan Obyektif 
a. Untuk mengetahui bagaimana konsep prinsip caveat venditor (kehati-
hatian para pelaku usaha) dalam upaya penegakkan perlindungan hak-hak 
konsumen. 
b. Untuk mengetahui bagaimana implementasi prinsip caveat venditor 
tersebut jika dikaitkan dengan penjualan obat tanpa izin BPOM secara 
bebas di Kota Depok. 
2. Tujuan Subyektif 
a. Untuk meningkatkan kesadaran para pelaku usaha agar dapat berhati-hati 
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b. Untuk meningkatkan kesadaran para pelaku usaha agar menaati ketentuan 
yang berlaku dalam mengedarkan dan memasarkan produknya. 
c. Untuk memberikan pemahaman kepada konsumen bahwa mereka juga 
harus selalu waspada dan teliti dalam memilih produk yang akan dibeli 
untuk dikonsumsi. 
d. Agar  masyarakat dan semua pihak termasuk pemerintah khususnya Badan 
Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dapat memberikan perhatian yang 
lebih tinggi lagi terhadap perlindungan hak-hak konsumen dan juga dapat 
terus memberikan pengawasan yang ekstra terhadap para pelaku usaha 
dalam memproduksi dan mengedarkan produknya. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Penulis sangat mengharapkan bahwa kegiatan penelitian dalam penulisan 
hukum ini akan bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi pihak lain yang turut 
membacanya. Adapun manfaat yang diharapkan yang dapat diperoleh dari 
penulisan hukum ini adalah sebagai berikut : 
1. Manfaat Teoritis : 
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan 
pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya di bidang Hukum 
Administrasi Negara yaitu mengenai Hukum Perlindungan Konsumen. 
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur 
dalam dunia kepustakaan bidang ilmu hukum tentang bagaimana 
implementasi prinsip caveat venditor dalam upaya perlindungan hak 
konsumen terkait dengan penjualan obat tanpa izin Badan Pengawas Obat 
dan Makanan (BPOM) secara bebas di Kota Depok. 
c. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dipakai sebagai acuan terhadap 
penulisan maupun penelitian hukum sejenis untuk tahap selanjutnya. 
2. Manfaat Praktis : 
a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi wahana untuk 
mengembangkan pola pikir dan meningkatkan kemampuan penulis dalam 
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b. Penulisan ini dapat menjawab segala pertanyaan yang ada seputar 
penelitian ini, dan mampu memberikan masukan bagi semua pihak yang 
berkepentingan terkait dengan penelitian ini.  
 
E. Metode Penelitian 
Adapun penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan 
hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab 
isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud, 2006 : 35). Penelitian hukum ini 
dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Oleh karena itu, 
penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka know-how di 
dalam hukum. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi mengenai 
apa yang seyogyanya atas isu yang ada (Peter Mahmud, 2006 : 41).  
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian sebagai 
berikut : 
1. Jenis Penelitian 
Berdasarkan penelitian judul dan rumusan masalah, penelitian ini 
termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif atau penelitian hukum 
kepustakaan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang 
dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, atau data sekunder, yang terdiri 
dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. 
2. Sifat Penelitian  
 Dilihat dari sudut sifatnya, maka penelitian ini dapat dikategorikan sebagai 
penelitian yang bersifat preskriptif. Ilmu hukum mempunyai sifat yaitu 
preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum 
mempelajari tujuan, nilai-nilai, keadilan, validitas aturan hukum, konsep-
konsep hukum dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum 
menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam 
melaksanakan aturan-aturan hukum. Sifat preskriptif dari ilmu hukum ini 
merupakan sesuatu yang substansial di dalam ilmu hukum. Suatu langkah awal 
dari substansi di dalam ilmu hukum ini adalah perbincangan mengenai makna 
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3. Pendekatan Penelitian 
Menurut Peter Mahmud, dalam penelitian hukum terdapat beberapa 
pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan 
kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach) dan 
pendekatan konseptual (conceptual approach) (Peter Mahmud, 2006 : 93). 
Dari keempat pendekatan tersebut, pendekatan yang relevan dengan penelitian 
hukum ini adalah pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang. 
 
4. Jenis Data 
 Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian uni adalah data 
sekunder (secondary data). Data sekunder adalah data yang diperoleh dari 
bahan pustaka berupa keterangan-keterangan yang secara tidak langsung 
diperoleh melalui studi kepustakaan, bahan-bahan dokumenter, tulisan-tulisan 
ilmiah dan sumber-sumber tertulis lainnya. 
5. Sumber Data 
Penelitian ini mempergunakan sumber data sekunder yang terdiri dari: 
a. Bahan hukum primer yaitu kaidah dasar yang bersifat yuridis dari peraturan 
perundang-undangan yang terdiri atas : 
1)  Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI  
1945). 
2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 
3)   Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 
4)  Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 jo Keputusan Presiden 
Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, 
Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah 
Non Departemen (LPND). 
5)  Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik  
Indonesia Nomor HK.00.05.3.1950 tentang Kriteria dan Tata Laksana 
Registrasi Obat.  
b.  Bahan hukum sekunder adalah keterangan atau fakta yang diperoleh 
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dan artikel media massa dan internet serta bahan lain yang berhubungan 
dengan pokok bahasan dalam penelitian ini. 
c.  Bahan hukum tersier ini yaitu sejumlah bahan yang memberi penjelasan 
terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus hukum dan 
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 
6. Teknik Pengumpulan Data 
Suatu penelitian membutuhkan data yang lengkap, dalam hal ini 
dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki nilai validitas 
tinggi. Di dalam penelitian, lazimnya dikenal paling sedikit 3 (tiga) jenis 
teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan 
atau observasi dan wawancara atau interview (Soerjono Soekanto, 2006 : 211). 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
studi kepustakaan (collecting by library). Peneliti mengumpulkan data 
sekunder yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti untuk 
kemudian dikategorisasi, selanjutnya dipelajari, diklarifikasi dan dianalisis 
lebih lanjut sesuai dengan tujuan dan permasalahan penelitian. 
7. Teknik Analisis Data 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data 
kualitatif dengan metode logika deduktif. Menurut Haribertus Sutopo, dalam 
penelitian kualitatif terdapat dua metode analisis, yaitu flow model of analysis 
dan interactive model of analysis. Flow model of analysis  adalah metode 
analisis yang saling menjalin, baik sebelum, pada waktu dan sesudah 
pelaksanaan pengumpulan data secara paralel. Sedangkan interactive model of 
analysis adalah metode analisis berbentuk interaksi yang dimana aktivitas 
analisisnya setelah pengumpulan data, dengan menggunakan waktu yang 
masih tersisa bagi penelitiannya (Haribertus Sutopo, 1988 : 36-37). Pada 
penelitian hukum ini menggunakan metode flow model of analysis karena 
proses analisis yang dilakukan oleh penulis adalah sebelum, pada waktu dan 
sesudah pengumpulan data secara paralel. 
Berdasarkan pendapat Johnny Ibrahim, logika deduktif merupakan 
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kasus yang bersifat individual. Penalaran deduktif adalah penalaran yang 
bertolak dari aturan hukum yang berlaku umum pada kasus individual dan 
konkret yang dihadapi (Johnny Ibrahim, 2006 : 249-250). Sedangkan menurut 
Prof. Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat dari Philipus M. 
Hadjon menjelaskan bahwa metode deduksi sebagaimana silogisme yang 
diajarkan oleh Aristoteles, penggunaan metode deduksi berpangkal dari 
pengajuan premis major (pernyataan bersifat umum), kemudian diajukan 
premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu 
kesimpulan (Peter Mahmud Marzuki, 2006 : 47). Jadi dapat disimpulkan 
bahwa logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif 
yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya 
menjadi suatu kesimpulan yang lebih khusus. Penelitian ini menggunakan data 
yang diperoleh dengan cara menginventarisasi sekaligus mengkaji penelitian 
dari studi kepustakaan, aturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen 
yang dapat membantu untuk menjawab permasalahan yang diteliti. 
 
F. Sistematika Penulisan Hukum 
Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi, maka 
penulisan hukum ini akan dibagi menjadi 4 (empat) bab dengan menggunakan 
sistematika sebagai berikut : 
BAB I    :  PENDAHULUAN 
Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang 
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 
metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum. 
BAB II  :  TINJAUAN PUSTAKA 
Kajian pustaka ini terdiri dari Tinjauan Umum tentang Hukum 
Perlindungan Konsumen, Tinjauan Umum tentang Hak dan 
Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha, Tinjauan Umum tentang 
Implementasi, Tinjauan Umum tentang Prinsip Caveat Venditor, 
Tinjauan Umum tentang Tugas, Fungsi dan Kewenangan Badan 
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pemahaman alur berpikir, maka di dalam bab ini juga disertai dengan 
Kerangka Pemikiran. 
BAB III  :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab ini akan menguraikan hasil dari penelitian yang membahas 
tentang bagaimana konsep prinsip caveat venditor dalam upaya 
perlindungan hak  konsumen dan bagaimana implementasi prinsip 
caveat venditor dalam praktek penjualan  obat tanpa izin Badan 
Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) secara bebas di Kota Depok. 
BAB IV   :  PENUTUP 
Dalam bab ini akan diuraikan simpulan dari hasil pembahasan dan 












































































BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Kerangka Teori 
1. Tinjauan Umum tentang Hukum Perlindungan Konsumen 
a.  Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen 
Sebelum mengarah kepada pengertian hukum perlindungan 
konsumen, maka ada baiknya jika mendefinisikan arti dari perlindungan 
konsumen terlebih dahulu. Dalam peraturan perundang-undangan di 
Indonesia, istilah “perlindungan konsumen” sebagai definisi yuridis formal 
ditemukan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen (UUPK). Dalam Pasal 1 UUPK tersebut 
menyatakan bahwa : “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang 
menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada 
konsumen”. 
Perlindungan konsumen yang dijamin oleh undang-undang ini 
adalah adanya kepastian hukum terhadap segala perolehan kebutuhan 
konsumen, yang bermula dari benih hidup dalam rahim ibu sampai dengan 
tempat pemakaman dan segala kebutuhan diantara keduanya. Kepastian 
hukum ini meliputi segala upaya berdasarkan atas hukum untuk 
memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas 
barang dan/atau jasa kebutuhannya serta mempertahankan atau membela 
hak-haknya apabila dirugikan oleh perilaku pelaku usaha sebagai penyedia 
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perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah 
hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan 
masalahnya dengan para penyedia barang dan/ atau jasa konsumen. 
Berdasarkan penjelasan di atas, perlu dipahami bahwa hukum 
perlindungan konsumen terlahir akibat adanya posisi konsumen yang sangat 
lemah, sehingga perlu mendapatkan perlindungan hukum. Maka telah 
menjadi salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum yaitu memberikan 
perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Sehingga dapat 
dikatakan hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum 
konsumen yang memuat asas-asas, kaidah-kaidah dan juga mengandung 
sifat melindungi kepentingan konsumen (Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008 : 
172).  
Mengingat luasnya obyek material (pokok bahasan) hukum 
perlindungan konsumen, maka sangat sulit untuk memberikan sistematika 
yang lengkap. Obyek material hukum perlindungan konsumen tersebut 
mencakup semua lapangan hukum pada umumnya. Menurut Shidarta obyek 
material hukum perlindungan konsumen tersebar dalam delapan bidang, 
yaitu meliputi : 
1) obat-obatan dan bahan berbahaya; 
2) makanan dan minuman; 
3) alat-alat elektronika; 
4) kendaraan bermotor; 
5) metrologi dan tera; 
6) industri; 
7) pengawasan mutu barang; 
8) lingkungan hidup (Shidarta, 2000 : 75). 
b. Instrumen Hukum Perlindungan Konsumen 
Pada hakekatnya, terdapat dua instrumen hukum penting yang 
menjadi landasan kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia, yakni : 
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai 
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bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat 
yang adil dan makmur. Hal ini tercantum pada Pembukaan alinea 
keempat yang berbunyi : “Kemudian dari pada itu untuk membentuk 
suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa 
Indonesia”. Pada kalimat dalam alinea keempat UUD 1945 tersebut 
menjadi suatu tujuan pembangunan nasional yang diwujudkan melalui 
sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu 
menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang 
dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat. 
2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 
Lahirnya undang-undang ini memberikan harapan bagi para konsumen di 
Indonesia, untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita 
atas pembelian suatu barang dan/atau jasa. Undang-Undang Perlindungan 
Konsumen dapat menjamin adanya kepastian hukum bagi para konsumen  
(http://pkditjenpdn-depdag.go.id/index.php?page=konsumen, 9 Juli 2010). 
c.  Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen 
Yang dimaksud dengan istilah asas terdapat dua pengertian. Arti asas 
yang pertama adalah dasar, alas atau pondamen. Sedangkan arti asas yang 
kedua berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu kebenaran 
yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berpikir atau berpendapat dan 
sebagainya (Depdikbud, 1996 : 60-61). Sehingga yang dimaksud dengan 
asas perlindungan konsumen adalah suatu dasar yang menjadi tumpuan 
berpikir dan berpendapat dalam segala upaya yang menjamin adanya suatu 
kepastian hukum bagi perlindungan kepada konsumen. Adapun asas-asas 
dalam  perlindungan konsumen yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah 
sebagai berikut : 
1) Asas manfaat : mengamanatkan bahwa segala upaya dalam 
penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat 
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2) Asas keadilan : merupakan partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan 
secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan 
pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan 
kewajibannya secara adil.  
3) Asas keseimbangan : memberikan keseimbangan antara kepentingan 
konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material ataupun 
spiritual.  
4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen : memberikan jaminan atas 
keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, 
pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau 
digunakan. 
5) Asas kepastian hukum : baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati 
hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan 
konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. 
Berdasarkan penjelasan sebelumnya, perlindungan konsumen adalah 
segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan 
perlindungan kepada konsumen, sehingga sesuai dengan Pasal 3 Undang-
Undang Perlindungan Konsumen, tujuan dari perlindungan konsumen 
adalah sebagai berikut : 
1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk 
melindungi diri. 
2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 
menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa. 
3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan 
dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. 
4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur 
kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk 
mendapatkan informasi. 
5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya 
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan 













































commit to user 
15 
 
6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin 
kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, 




2. Tinjauan Umum tentang Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku 
Usaha 
a. Pengertian Konsumen 
Terdapat berbagai pengertian mengenai konsumen walaupun  tidak 
ada perbedaan yang mencolok antara satu pendapat dengan pendapat 
lainnya. Konsumen dalam istilah asing (Inggris) yaitu consumer secara 
harfiah dalam kamus-kamus diartikan sebagai "seseorang atau suatu 
perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu" 
atau "sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau 
sejumlah barang", ada juga yang mengartikan "setiap orang yang 
menggunakan barang dan/atau jasa”. 
Dalam ilmu perlindungan konsumen, terdapat setidak-tidaknya 3 
(tiga) pengertian tentang konsumen, yaitu : 
1) Konsumen yang dalam arti umum pemakai, pengguna atau pemanfaat 
barang atau jasa untuk tujuan tertentu. 
2) Konsumen antara yaitu pemakai, pengguna dan atau pemanfaat barang 
atau jasa untuk diproduksi (produsen) menjadi barang atau jasa lain 
untuk memperdagangkannya (distributor) dengan tujuan komersial. 
3) Konsumen akhir yaitu pemakai, pengguna dan atau pemanfaat barang 
atau jasa untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah 
tangganya dan tidak diperdagangkan kembali (Az. Nasution, 2001 : 13). 
 Sedangkan pengertian konsumen menurut Undang-Undang  Nomor 8 
Tahun 1999 dalam Pasal 1 angka 2, yakni : “Konsumen adalah setiap orang 
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bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup 
lain dan tidak untuk diperdagangkan”. 
b.  Hak dan Kewajiban Konsumen 
 Konsumen di Indonesia selama ini masih dijadikan objek oleh para 
pelaku usaha. Semua ini dapat dilihat dari semena-menanya para pelaku 
usaha memberdayakan konsumen dengan mutu barang dan/atau jasa yang 
rendah, perjanjian jual beli yang sepihak dan kurangnya transparansi 
mengenai informasi barang dan/atau jasa yang dijual. Sehingga imbasnya 
konsumen menderita kerugian dan tidak ada jaminan atas kerugian yang 
dialaminya. 
Mantan Presiden Amerika Serikat J. F. Kennedy yang juga 
merupakan pelopor gerakan perlindungan konsumen modern dalam 
pidatonya di depan kongres Amerika Serikat mengemukakan 4 (empat) hak 
konsumen, yaitu : 
1) the right to safety (hak atas keamanan) 
Aspek ini terutama ditujukan pada perlindungan konsumen 
terhadap pemasaran barang dan/atau jasa yang membahayakan 
keselamatan konsumen. Dalam rangka penggunaan hal ini pemerintah 
mempunyai peranan dan tanggung jawab yang sangat penting. Berbagai 
bentuk perundang-undangan harus ada dan dibentuk untuk 
penanggulangannya. Sekalipun dibanding dengan meningkatnya 
produksi karena pembangunan ribuan jenis barang dan/atau jasa, 
dirasakan peraturan untuk menjaga keselamatan dan keamanan tersebut 
masih kurang. 
2) the right to be informed (hak atas informasi)  
Hak ini bagi konsumen sebenarnya telah ditujukan pada apakah ia 
akan membeli atau tidak membeli suatu produk barang dan/atau jasa 
yang dibutuhkannya. Oleh karena itu tanpa ditunjang oleh hak untuk 
mendapatkan informasi yang jujur, tingkat pendidikan yang patut, dan 
penghasilan yang memadai maka hak ini tidak akan banyak artinya. 
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iklan, maka hak untuk memilih ini lebih banyak ditentukan oleh faktor-
faktor diluar diri konsumen. 
3) the right to choose (hak untuk memilih) 
Hak ini mempunyai arti yang sangat fundamental bagi konsumen 
bila dilihat dari sudut kepentingan/kehidupan ekonominya. Setiap 
keterangan mengenai sesuatu barang yang akan dibelinya atau akan 
mengikat dirinya, haruslah diberikan selengkap mungkin dan dengan 
penuh kejujuran, yaitu dengan informasi baik secara langsung maupun 
secara umum melalui berbagai media komunikasi yang seharusnya 
disepakati bersama untuk tidak menyesatkan. 
4) the right to be heard (hak untuk didengarkan) 
Hak ini dimaksudkan untuk menjamin kepada konsumen bahwa 
kepentingannya harus diperhatikan dan tercermin dalam pola 
kebijaksanaan pemerintah termasuk didalamnya turut didengar dalam 
pembentukan kebijaksanaan tersebut (http://my.greasy.com/komparta/ 
gerakan_perlindungan_konsumen.html, 1 Mei 2010). 
Sedangkan hak-hak konsumen menurut  Pasal 4 Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen, yaitu : 
1) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi 
barang dan/atau jasa. 
2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang 
dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan 
yang dijanjikan.  
3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 
jaminan barang dan/atau jasa.  
4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa 
yang digunakan. 
5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian 
sengketa perlindungan konsumen secara patut. 
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7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 
diskriminatif. 
8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila 
barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau 
tidak sebagaimana mestinya. 
9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 
lainnya. 
Hak-hak konsumen tersebut juga dapat diimbangi dengan kewajiban 
yang melekat pada konsumen. Kewajiban konsumen menurut Pasal 5 
Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yakni : 
1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian 
atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan. 
2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau 
jasa. 
3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. 
4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen 
secara patut. 
c.  Pengertian Pelaku Usaha 
Pelaku usaha adalah istilah yang digunakan pembuat undang-undang 
yang pada umumnya lebih dikenal dengan istilah pengusaha. Berdasarkan 
Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen, definisi pelaku usaha adalah sebagai berikut : 
“Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik 
yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang 
didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah 
hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama 
melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai 
bidang ekonomi”. 
 
Istilah pelaku usaha dikelompokan juga menjadi 3 kelompok dalam 
perlindungan konsumen, yaitu : 
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2) Produsen yaitu pelaku usaha yang membuat, memproduksi barang dan 
atau jasa mulai (bahan baku, bahan tambahan). Mereka terdiri dari orang 
atau badan usaha terkait dengan pangan, sandang, perumahan, jasa 
angkutan, perasuransian, perbankan, obat-obatan hingga kesehatan. 
3) Distributor yaitu pelaku usaha yang mendistribusikan atau 
memperdagangkan barang dan atau jasa kepada masyarakat seperti 
pedagang kaki lima, supermarket, hypermarket, rumah sakit, usaha 
angkutan (darat, laut, udara). 
Sedangkan dalam penjelasan Undang-Undang Perlindungan 
Konsumen yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, 
korporasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), koperasi, importir, 
pedagang, distributor dan lain-lain (Az Nasution, 2001 : 17). Adapun bentuk 
atau wujud dari pelaku usaha, adalah sebagai berikut :  
1) Orang perorangan, yakni setiap individu yang melakukan kegiatan 
usahanya secara seorang diri.  
2) Badan usaha, yakni kumpulan individu yang secara bersama-sama 
melakukan kegiatan usaha. Badan usaha selanjutnya dapat 
dikelompokkan ke dalam dua kategori, yakni:  
(a) Badan hukum.  
Menurut hukum, badan usaha yang dapat dikelompokkan ke dalam 
kategori badan hukum adalah yayasan, perseroan terbatas dan 
koperasi. 
(b)  Bukan badan hukum.  
Jenis badan usaha selain ketiga bentuk badan usaha diatas dapat 
dikategorikan sebagai badan usahan bukan badan hukum, seperti 
firma, atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha 
secara insidentil (http://www.tunardy.com/pengertian-pelaku- 
usaha-menurut-uu-pk/html, 2 Mei 2010).  
d. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
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konsumen, namun juga mengatur tentang hak dan kewajiban pelaku usaha. 
Sehingga dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen 
tidak hanya berupaya melindungi konsumen saja, namun juga berupaya 
melindungi pelaku usaha yang jujur dan beritikad baik sehingga mampu 
bersaing secara sehat dengan pelaku usaha yang lainnya. Dalam Pasal 6 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
diatur tentang beberapa hak pelaku usaha, yaitu : 
1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan 
mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang 
diperdagangkan. 
2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang 
beritikad tidak baik. 
3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian 
hukum sengketa konsumen. 
4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa 
kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang 
diperdagangkan. 
5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 
lainnya. 
Hak-hak pelaku usaha tersebut barulah dapat dituntut oleh pelaku 
usaha sepanjang kewajiban-kewajiban pelaku usaha sudah dilaksanakan 
dengan baik. Jika belum, maka pelaku usaha tidak layak menerima hak 
tersebut tetapi justru harus berhadapan dengan hukum untuk 
mempertanggung jawabkan kewajiban-kewajiban sebagai pelaku usaha. 
Karena hak-hak yang di berikan oleh undang-undang kepada pelaku usaha 
merupakan konsekuensi yang logis dari kewajiban yang dilakukan oleh 
pelaku usaha yang merupakan wujud dari tanggung jawab pelaku usaha. 
Maka pelaku usaha dalam hal ini harus melakukan kewajibannya dengan 
baik, karena jika tidak maka mereka layak untuk mendapatkan sanksi. 
Kewajiban-kewajiban pelaku usaha dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
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1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. 
2) Memberikan informasi yan benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 
jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, 
perbaikan dan pemeliharaan.  
3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta 
tidak diskriminatif. 
4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau 
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa 
yang berlaku.  
5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau 
mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau 
garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan. 
6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang 
dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai 
dengan perjanjian. 
Selain diatur mengenai hak dan kewajiban, dalam Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen juga diatur mengenai larangan-larangan yang tidak 
diperbolehkan dilakukan oleh para pelaku usaha. Hal ini tercantum dalam 
Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 
Konsumen yaitu bahwa para pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau 
memperdagangkan barang dan/atau jasa yang : 
1) Tidak memenuhi atau  tidak sesuai dengan persyaratan dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
2) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam 
hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang 
tersebut. 
3) Tidak sesuai dengan takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan 
menurut ukuran yang sebenarnya. 
4) Tidak sesuai dengan kondisi jaminan, keistimewaan atau kemanjuran 
yang sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan 
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5) Tidak sesuai mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya mode 
atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label 
keterangan barang dan atau jasa tersebut. 
6) Tidak sesuai dengan janji-janji yang dinyatakan dalam label, etiket, 
keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut. 
7) Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu 
penggunaan atau pemanfaatan yang baik atas barang tertentu. 
8) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana 
pernyataan ”halal” yang dicantumkan dalam label. 
9) Tidak memasangkan label atau memuat penjelasan barang yang memuat 
nama barang, ukuran, berat atau isi bersih atau netto, komposisi, aturan 
pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku 
usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan 
yang dibuat. 
10) Tidak mencantumkan informasi dan atau petunjuk penggunaan barang 
dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 
yang berlaku. 
 
3. Tinjauan Umum tentang Implementasi 
Dalam kamus Webster menurut Solichin Abdul Wahab, pengertian 
implementasi dirumuskan secara pendek, dimana “to implementation" (untuk 
mengimplementasikan) berarti “to provide means for carrying out; to give 
practical effect to”  (untuk menyajikan alat bantu untuk melaksanakan; 
menimbulkan dampak atau berakibat sesuatu). Sedangkan secara sederhana 
implementasi bisa diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Majone dan 
Wildavsky, mengemukakan implementasi sebagai evaluasi. Adapun Browne 
dan Wildavsky mengemukakan bahwa : ”Implementasi adalah perluasan 
aktivitas yang saling menyesuaikan” (http://www.munir-yusuf.com/pengertian-
implementasi-kurikulum.html, 8 Juli 2010). Pengertian-pengertian di atas 
memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya 
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mengandung arti bahwa implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu 
kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan 
acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. 
Pengertian yang sangat sederhana tentang implementasi adalah proses 
untuk mewujudkan rumusan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari 
“politik” ke “administrasi” : 
a. Implementasi adalah proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk 
mencapainya. 
b. Implementasi memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif. 
c. Efektivitas implementasi ditentukan oleh kemampuan untuk membuat 




4. Tinjauan Umum tentang Prinsip Caveat Venditor 
Dalam era industrialisasi perdagangan beberapa hal perlu mendapatkan 
perhatian yang sungguh-sungguh, mulai dari penyediaan sumber daya manusia 
yang berkualitas, penguasaan ilmu teknologi, mengantisipasi tuntutan akan 
barang dan jasa yang lebih berkualitas, persaingan yang lebih ketat baik di 
dalam maupun di luar negeri sebagai akibat globalisasi dan perdagangan bebas. 
Hal penting lain yang perlu mendapatkan perhatian serius dalam era 
industrialisasi adalah pada bidang hukum, khususnya tentang product liability 
atau tanggung jawab pelaku usaha (J. Widijantoro, 1998 : 8). Masalah product 
liability ini sangat erat kaitannya dengan upaya perlindungan konsumen yang 
khususnya terletak pada jaminan kualitas dari suatu produk. Adapun tujuan 
utama dari dunia hukum memperkenalkan product liability adalah : 
a. Memberi perlindungan kepada konsumen (consumer protection).  
b. Agar terdapat pembebanan risiko yang adil antara para pelaku usaha dan  
konsumen (a fair apportionment of risks between producers and consumers) 
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Dengan demikian, yang dimaksud dengan product liability adalah suatu 
tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu 
produk atau dari orang atau badan yang bergerak dalam suatu proses untuk 
menghasilkan suatu produk atau orang atau badan yang menjual atau 
mendistribusikan produk tersebut (http://www.blogster.com/khaerul-tanjung/-
pelaku-usaha-dan-tanggung-jawab-produk.html, 2 Mei 2010). Adapun menurut 
Yusuf Shofie, ketentuan mengenai product liability terbatas pada wilayah 
hukum yang membebankan pertanggungjawaban pada pelaku usaha dan 
penyedia barang-barang lainnya atas kerugian fisik dan kerugian material yang 
disebabkan oleh produk yang diperjualbelikan (Yusuf Shofie, 2003 : 249). 
Dalam product liability dikenal 2 (dua) prinsip kehati-hatian, prinsip-
prinsip tersebut adalah sebagai berikut : 
1) Prinsip caveat emptor (let the buyer beware) : Prinsip ini mengatakan 
bahwa para konsumen harus berhati-hati dalam memilih, membeli dan 
mengkonsumsi suatu barang. Pelaku usaha tidak bertanggung jawab atas 
segala resiko yang diderita konsumen jika terjadi suatu yang tidak 
diharapkan setelah pemakaian produk yang diproduksi oleh pelaku usaha 
tersebut. 
2) Prinsip caveat venditor (let the seller beware) : Berlawanan dengan prinsip 
caveat emptor, prinsip ini mengatakan bahwa pelaku usahalah yang harus 
berhati-hati dalam memproduksi suatu barang yang akan diedarkan dan 
dipasarkan kepada konsumen (http://www.blogster.com/khaerulhtanjung/ 
pelaku-usaha-dan-tanggung-jawab-produk, 2 Mei 2010).  
 
5. Tinjauan Umum tentang Tugas, Fungsi dan Kewenangan Badan 
Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) 
Di Indonesia telah dibentuk suatu badan yang mengawasi peredaran 
obat dan makanan yang disebut Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). 
Badan Pengawas Obat dan Makanan dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden 
Nomor 166 Tahun 2000 jo Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 
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Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND). Lembaga Pemerintah 
Non Departemen adalah badan pemerintahan tingkat pusat yang dibentuk 
untuk menjalankan wewenang, tugas dan tanggung jawab tertentu dari 
pemerintahan (eksekutif) di bidang-bidang tertentu, seperti pertanahan, 
statistik, perencanaan dan lain sebagainya. Badan-badan pemerintahan ini 
berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dengan 
kedudukan yang lebih rendah dari Departemen (Philipus M. Hadjon, 2005 : 
92).  
Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah salah satu Lembaga 
Pemerintah Non Departemen yang mempunyai tugas terkait dengan 
pengawasan peredaran obat-obatan dan makanan (http://www.isfinational.or.id/ 
pt- isfi- penerbitan/125/470- tanggung -gugat produsen- dalam- peredaran-
obat.html, 1 Mei 2010). Seperti yang tercantum dalam Keputusan Presiden 
Nomor 103 Tahun 2001 telah dijelaskan mengenai  tugas, fungsi dan 
kewenangan BPOM. Adapun tugas BPOM menurut Pasal 67 adalah: “BPOM 
mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan 
obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku”.  
Pengawasan terhadap produk terutama secara administratif dilakukan 
dengan pendaftaran produk yang diselenggarakan dalam rangka melindungai 
masyarakat terhadap makanan dan obat-obatan yang tidak memenuhi syarat 
kesehatan dan untuk lebih menjamin keamanan dan mutu makanan atau obat-
obatan yang beredar. Dengan demikian pelaku usaha wajib mendaftarkan 
makanan atau obat-obatan yang diproduksi serta menjamin keamanan mutu 
serta kebenaran label produk yang didaftarkan. Pendaftaran yang dimaksud 
meliputi seluruh produk yang berkaitan dengan kesehatan manusia. 
Pengawasan yang dilakukan meliputi berbagai tahap, mulai dari bahan, cara 
produksi, lingkungan produksi, pengangkutan, dan lain-lain (Ahmadi Miru dan 
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Selanjutnya, adapun fungsi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan 
yang tercantum dalam Pasal 68 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 
adalah sebagai berikut :  
a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat 
dan makanan; 
b. pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan; 
c. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPOM; 
d. pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan 
instansi pemerintah dan masyarakat di bidang pengawasan obat dan 
makanan; 
e. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang 
perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, 
kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan 
rumah tangga. 
Sedangkan kewenangan BPOM menurut Pasal 69 Keputusan Presiden 
Nomor 103 Tahun 2001 yakni :  
”Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 
68, BPOM mempunyai kewenangan: 
a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya; 
b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan 
secara makro; 
c. penetapan sistem informasi di bidangnya; 
d. penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat adiktif) 
tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman pengawasan 
peredaran obat dan makanan; 
e. pemberian izin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan 
industri farmasi; 
f. penetapan pedoman penggunaan konservasi, pengembangan dan 
pengawasan tanaman obat.” 
 
Sehubungan dengan hal yang dijelaskan dalam Keppres 103 Tahun 
2001 Pasal 69 huruf e, BPOM mempunyai kewenangan yaitu: “Pemberian izin 
dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan industri farmasi”. Pemberian 
izin edar dari BPOM ini adalah salah satu bagian dari sistem registrasi yang 
paling penting untuk dapat memasarkan atau mengedarkan suatu produk. 
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Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.3.1950 tentang Kriteria dan 
Tata Laksana Registrasi Obat Pasal 1 angka 1 yakni : “Registrasi adalah 
prosedur pendaftaran dan evaluasi obat untuk mendapat izin edar”. Sedangkan 
pengertian izin edar menurut Pasal 1 angka 2 yaitu : ”Izin edar adalah bentuk 
persetujuan registrasi obat untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia”. 
Tujuan utama dari registrasi obat dan pemberian izin edar ini yaitu agar obat 
yang beredar dapat mempunyai khasiat yang nyata dan aman (safety), 
berkualitas baik dan merupakan produk yang dibutuhkan bagi para konsumen 
di Indonesia (http://www.iwandarmansjah.web.id/ popular.php?id=264, 1 Mei 
2010).  
Terkait dengan izin edar tersebut menurut Keputusan Kepala Badan 
Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.3.1950 
Tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat Pasal 3 ayat (1), obat yang 
dapat memiliki izin edar harus memenuhi kriteria utama sebagai berikut : 
a. Efikasi atau khasiat yang meyakinkan dan keamanan yang memadai 
dibuktikan melalui uji preklinik dan uji klinik atau bukti-bukti lain sesuai 
dengan status perkembangan ilmu pengetahuan yang bersangkutan. 
b. Mutu yang memenuhi syarat yang dinilai dari proses produksi sesuai Cara 
Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), spesifikasi dan metoda pengujian 
terhadap semua bahan yang digunakan serta produk jadi dengan bukti yang 
sahih. 
c. Penandaan berisi informasi yang lengkap dan obyektif yang dapat menjamin 
penggunaan obat secara tepat, rasional dan aman. 
Mengenai ketentuan tentang izin edar untuk produk obat-obatan 
tersebut di dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan juga disebutkan bahwa : 
a. Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat 
izin edar. 
b. Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus 
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c. Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan 
dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh 
izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu 
dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Permasalahan mengenai perlindungan konsumen saat ini sedang 
mendapatkan perhatian khusus dari masyarakat. Semua itu dikarenakan 
banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku usaha dalam 
memproduksi barang atau jasa yang pada akhirnya berdampak negatif bagi 
konsumen. Hal tersebut menjadi polemik yang tak kunjung ditemukan 
solusinya. Oleh sebab itu pemerintah membuat peraturan yang tersusun dalam 
suatu undang-undang yang mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan 
permasalahan perlindungan konsumen. Peraturan perundang-undangan 
tersebut adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen. Di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen ini terdapat aturan-aturan mengenai segala sesuatu 
yang berhubungan dengan konsumen serta pelaku usaha. Sebagai contoh, di 
dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut 
dicantumkan aturan mengenai hak dan kewajiban konsumen serta dalam 
Pasal 6 dan Pasal 7 mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha. Disamping itu 
juga disebutkan dalam Pasal 8 mengenai beberapa hal yang dilarang untuk 
dilakukan oleh para pelaku usaha. 
Sehubungan dengan hal tersebut terdapat suatu prinsip kehati-hatian 
yang harus diperhatikan oleh para pelaku usaha sebagai wujud nyata dari 
ketentuan pada Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai 
hak-hak yang dapat diberikan kepada konsumen dan juga merupakan 
pengaplikasian dari kewajiban pelaku usaha yang telah diatur dalam Pasal 7 
Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang harus ditaati semenjak masa 













































commit to user 
30 
 
itu disebut “caveat venditor”. Menurut prinsip ini sudah menjadi kewajiban 
bagi para pelaku usaha untuk melindungi hak-hak konsumen yang 
mengkonsumsi produk mereka. Sebagai salah satu contoh adalah penerapan 
prinsip tersebut dalam praktik penjualan obat-obatan di Kota Depok. Dalam 
praktik penjualan obat-obatan tersebut jika pelaku usaha telah menerapkan 
prinsip caveat venditor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku maka konsumen yang menggunakan produk obat tersebut dapat 
terlindungi hak-haknya dan terjamin keselamatannya. Namun sebaliknya, jika 
pelaku usaha mengabaikan maksud dari prinsip caveat venditor dan tidak 
mengimplementasikan apa yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-
undangan, maka diperlukan suatu penegakan peraturan perlindungan 
konsumen yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen bagi para pelaku usaha produk obat ini agar 
perlindungan konsumen yang sesuai dengan cita-cita dan harapan masyarakat 



































































HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Prinsip Caveat Venditor Sebagai Upaya Perlindungan Hak-Hak Konsumen  
1. Pengaturan Upaya Perlindungan Konsumen dalam Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
Perhatian masyarakat Indonesia maupun dunia terhadap 
perlindungan konsumen saat ini semakin meningkat, terlebih dalam era 
globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi 
telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus 
transaksi barang dan jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara 
sehingga barang yang ditawarkan bervariasi baik produk dalam negeri 
maupun luar negeri. Atas dasar kondisi sebagaimana dipaparkan di atas, 
perlu upaya pemberdayaan konsumen melalui pembentukan suatu piranti 
hukum yang salah satunya dapat berupa undang-undang yang mampu 
melindungi kepentingan konsumen secara integratif dan komprehensif yang 
dapat diterapkan secara efektif di masyarakat.  
Piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk 
mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya dapat 
mendorong iklim berusaha yang sehat dan mendorong lahirnya perusahaan 
yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan 
jasa yang berkualitas. Pada hakekatnya, terdapat dua instrumen piranti 
hukum yang penting yang menjadi landasan kebijakan perlindungan 
konsumen di Indonesia, yakni : Pertama, Undang-Undang Dasar 1945, 
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bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil 
dan makmur. Tujuan pembangunan nasional diwujudkan melalui sistem 
pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan 
dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak 
dikonsumsi oleh masyarakat. Kebijakan perlindungan konsumen juga telah 
menjadi tugas negara seperti termaktub dalam alinea empat pembukaan 
Undang-Undang Dasar 1945 adalah meliputi : memberikan perlindungan 
kepada segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, 
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta 
ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.  Kedua, Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). 
Lahirnya Undang-undang ini memberikan harapan bagi masyarakat 
Indonesia untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas 
transaksi suatu barang dan jasa. Sehingga Undang-Undang Perlindungan 
Konsumen yang menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen. 
Mengacu pada filosofi hukum nasional, pada Undang-Undang Perlindungan 
Konsumen tersebut melekat hak konsumen artinya apabila konsumen 
dirugikan, yang dibela adalah hak-haknya (http://www.ylki.or.id/infos/view/ 
hak-dan-kewajiban-konsumen, 11 Agustus 2010). 
 Seperti penjelasan pada bab sebelumnya, dalam Pasal 1 Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
menyebutkan bahwa : “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang 
menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada 
konsumen”. Kepastian hukum ini meliputi segala upaya berdasarkan atas 
hukum untuk memberdayakan konsumen untuk memperoleh atau 
menentukan pilihannya atas barang dan/atau jasa kebutuhannya serta 
mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh perilaku 
pelaku usaha sebagai penyedia kebutuhan konsumen. Kemudian kepastian 
hukum tersebut juga untuk memberikan beberapa perlindungan kepada 
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a. Dengan memberikan atau membekali hak-hak kepada konsumen 
Adapun pemberian hak-hak kepada konsumen tersebut secara 
konkrit tercantum pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen yang dengan tegas menyebutkan bahwa 
hak-hak konsumen adalah sebagai berikut : 
1) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam 
mengkonsumsi barang dan/atau jasa 
Jika diperhatikan, hak atas kenyamanan, keamanan dan 
keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa disini 
merupakan instrumen yang dapat dipakai untuk melindungi 
kepentingan konsumen dari ancaman gangguan kesehatan dan 
keamanan yang antara lain dalam bentuk adanya sistem yang 
memungkinkan tersedianya informasi tentang bahaya penggunaan 
suatu produk. Hak atas keselamatan dan keamanan bagi konsumen 
tidak hanya terbatas pada aspek kesehatan secara fisik, tetapi juga 
mencakup hak atas keselamatan dan keamanan dari perspektif 
keyakinan/ajaran agama tertentu. Misalnya, untuk konsumen muslim, 
suatu produk harus diproses dan berbahan baku sesuai dengan hukum 
syariah, sehingga halal untuk dikonsumsi, dan hal tersebut diinformasikan 
dalam label. 
2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang 
dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta 
jaminan yang dijanjikan  
Untuk hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta 
mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar 
dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan merupakan hak yang erat 
kaitannya dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 
tentang Larangan Praktik Monopoli dan Praktik Usaha Tidak Sehat. 
Intinya, perlindungan konsumen selain ditujukan kepada kualitas 
barang dan jasa yang ada di pasar, namun juga ditujukan tentang 













































commit to user 
34 
 
pasar tersebut yang harus terdiri dari lebih dari satu merek, sehingga 
konsumen bisa memilih produk dengan merek mana yang akan 
mereka beli.  
3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 
jaminan barang dan/atau jasa  
Adapun yang berkaitan dengan hak atas informasi yang benar, 
jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa 
dimaksudkan agar konsumen dapat memenuhi peranannya sebagai 
peserta atau komponen pasar yang bertanggungjawab yang  bisa 
ditempuh dengan cara antara lain, melalui deskripsi barang 
menyangkut harga dan kualitas atau kandungan barang, yaitu melalui 
pengujian barang yang mandiri. Pemenuhan hak atas informasi bagi 
konsumen, tidak hanya terbatas informasi  satu jenis produk, tetapi 
juga informasi beberapa merek untuk produk sejenis, dengan 
demikian konsumen bisa membandingkan antara satu merek dan 
merek lain untuk produk sejenis. Misalnya, untuk produk detergen, 
konsumen bisa membandingkan tidak hanya harga, tetapi juga zat 
aktif yang dipakai, klaim, serta daya pembersih masing-masing 
produk detergen.  
4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau 
jasa yang digunakan 
Sedangkan hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas 
barang dan/atau jasa yang digunakan, yaitu dimana konsumen harus 
dimintai konsultasi dan didengar terutama berkaitan dengan 
keputusan-keputusan yang mempunyai dampak baik langsung maupun 
tidak langsung terhadap konsumen. Sebagai mediator hak dan  
informasi masalah konsumen, pemerintah dapat menggali, misalnya 
melalui asosiasi-asosiasi konsumen atau organisasi konsumen. Hak 
untuk didengar dimaksudkan untuk melengkapi tanggungjawab 
pemerintah tentang hak-hak konsumen. Bagaimanapun perlindungan 
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partisipasi konsumen atau organisasi konsumen. Hak untuk didengar, 
tidak hanya meliputi hak untuk memperoleh informasi, tetapi juga hak 
untuk berperan melalui public hearing tersebut. Bahkan, hak untuk 
didengar dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang dapat 
ditemukan di setiap negara demokratis. Kemudian melalui 
pembentukan organisasi konsumen swasta dengan atau tanpa 
dukungan pemerintah. Walaupun khusus untuk Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen terbuka lebar kesempatan bagi organisasi 
konsumen untuk berperan serta. Oleh sebab itu, adanya hak untuk 
didengar menuntut adanya organisasi konsumen yang mewakili 
konsumen. 
5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya 
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut 
Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya 
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut adalah hak 
yang  memungkinkan konsumen untuk memperoleh keadilan. Sebab, 
dengan adanya hak ini, konsumen akan mendapat perlindungan hukum 
yang efektif dalam rangka mengamalkan implementasi ketentuan 
perlindungan konsumen dan menjamin keadilan sosial. Sarana atau cara 
untuk mencapai hal tersebut salah satunya adalah dengan konsultasi 
hukum. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh organisasi konsumen dan/atau 
instansi pemerintah yang mengurusi perlindungan konsumen. Adanya 
tempat untuk berkonsultasi hukum ini penting, khususnya bagi konsumen 
kelas menengah ke bawah yang umumnya tidak mampu menggunakan 
jasa advokat komersial. 
6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen 
Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen 
adalah konsumen harus mendapatkan pendidikan secukupnya. Hal ini 
dimaksudkan agar konsumen dapat memenuhi peranannya sebagai 
peserta atau pelaku pasar yang bertanggung jawab yang dapat 
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informal. Perkembangan implementasi hak konsumen untuk mendapat 
pendidikan juga merupakan suatu kontribusi dan tanggung jawab dari 
pelaku usaha. Pelaku usaha mempunyai kewajiban agar konsumen 
mengerti dengan benar produk yang dibeli.  
7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta 
tidak diskriminatif 
Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta 
tidak diskriminatif ini dimaksudkan bahwa konsumen memiliki hak 
untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur, serta tidak 
diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya 
miskin, dan status sosial lainnya. Kategori diskriminasi dalam pasal di 
atas kurang lengkap. Seharusnya orang cacat, sebagai konsumen, juga 
mempunyai hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif. 
Pengertian tindakan diskriminatif  secara sederhana adalah adanya 
disparitas, adanya perlakuan yang berbeda untuk pengguna jasa/produk, 
di mana kepada konsumen dibebankan biaya yang sama. Dengan 
demikian, bukan masuk pengertian diskriminatif, adalah adanya pelaku 
usaha yang menyediakan beberapa subkategori pelayanan dengan tarif 
yang berbeda-beda, sesuai dengan tarif yang dibayar konsumen. 
8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila 
barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau 
tidak sebagaimana mestinya 
Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian, 
apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan 
perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya yaitu adalah pelaku usaha 
bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, 
pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi 
barang dan jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan seperti yang 
tercantum dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
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Ada dua aspek penting dalam pemenuhan hak konsumen untuk 
mendapatkan ganti rugi. Pertama,  batas tanggung  jawab pelaku 
usaha terhadap kerugian konsumen akibat mengkonsumsi suatu 
produk. Dalam arti sempit terbatas pada tanggung jawab, bahwa 
pelaku usaha telah memproduksi barang sesuai dengan standar yang 
berlaku. dalam arti luas tanggung jawab pelaku usaha sampai kepada 
adanya pembuktian unsur kesalahan pelaku usaha hingga produk itu 
dikonsumsi konsumen. Kedua, kerugian yang dapat diklaim oleh 
konsumen akibat mengkonsumsi suatu produk. Dalam arti sempit 
terbatas pada biaya yang timbul. Dalam arti luas termasuk juga 
kerugian dalam bentuk potensi pendapatan yang hilang dan juga 
kerugian immateriil. 
9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 
lainnya 
Dan yang terakhir adalah pemberian hak-hak yang diatur 
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan 
dicantumkannya hak-hak seperti tersebut di atas menegaskan bahwa, 
Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah undang-undang 
payung (umbrella act), hak konsumen dalam Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen tidak bersifat statis tetapi dinamis. Artinya, 
dimungkinkan adanya hak konsumen tambahan sesuai dengan tipikal 
sektor masing-masing. Seperti dalam Undang-Undang Nomor 36 
Tahun 2009 tentang Kesehatan, secara terbatas  telah memuat hak-hak 
pasien sebagai konsumen produk kesehatan. 
Adapun permasalahan yang timbul terkait dengan pemberian hak-
hak konsumen antara lain : 
1) Konsumen tidak dapat langsung mengidentifikasi, melihat, atau 
menyentuh barang yang akan dipesan.  
2) Ketidakjelasan informasi tentang produk (barang dan jasa) yang 
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berbagai informasi yang layak diketahui atau yang sepatutnya dibutuhkan 
untuk mengambil suatu keputusan dalam bertransaksi dan. 
3) Tidak jelasnya status subyek hukum dari si pelaku usaha. 
Bagaimanapun ragamnya rumusan hak-hak konsumen yang telah 
diatur di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen tersebut, namun secara garis besar hak-hak 
konsumen tersebut masih dapat dibagi dalam 3 (tiga) hak yang menjadi 
prinsip dasar, yaitu : 
1) Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik 
kerugian personal maupun kerugian harta kekayaan. 
2) Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga yang wajar. 
3) Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan 
yang dihadapi. 
Hak–hak konsumen yang ada dalam Undang-undang Perlindungan 
Konsumen yang telah dijelaskan sebelumnya itu setidaknya telah memenuhi 
hak–hak konsumen yang disebutkan dan ditegaskan dalam Resolusi 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 39/248 Tahun 1985 tentang 
Perlindungan Konsumen. Adapun isi dari Resolusi Perserikatan Bangsa–
Bangsa (PBB) Nomor 39/248 Tahun 1985 tentang Perlindungan Konsumen 
(Guidelines for Consumer Protection) yang  merumuskan berbagai 
kepentingan konsumen yang perlu dilindungi tersebut adalah sebagai berikut 
: 
1) Perlindungan Konsumen dari bahaya–bahaya terhadap kesehatan dan 
keamanannya. 
2) Promosi dan perlindungan kepentingan ekonomi sosial konsumen. 
3) Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan 
kemampuan mereka melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan 
kebutuhan pribadi. 
4) Pendidikan konsumen. 
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6) Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi 
lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi 
tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan 
keputusan yang menyangkut kepentingan mereka (Gunawan Widjaja dan 
Ahmad Yani, 2001 : 27-28). 
Apabila konsumen benar-benar akan dilindungi, maka sudah 
seharusnya hak-hak tersebut harus dipenuhi baik oleh para pelaku usaha, 
pemerintah maupun oleh konsumen itu sendiri guna pemenuhan suatu 
perlindungan konsumen yang utuh dari segala aspek baik perlindungan 
dari kerugian materi maupun ancaman pada jiwa konsumen. Perlu 
diketahui pada dasarnya kerugian materi atau ancaman bahaya pada jiwa 
konsumen ini disebabkan oleh ketidaksempurnaan yang terdapat pada 
suatu produk. Banyak pelaku usaha yang kurang menyadari tanggung 
jawabnya untuk melindungi konsumen atau menjamin keselamatan dan 
keamanan dalam mengkonsumsi produk yang dihasilkannya. Hal tersebut 
dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut :  
1) Rendahnya kesadaran hukum para pejabat pemerintah yang kurang hati-
hati dalam melakukan pengawasan terhadap barang-barang yang 
dihasilkan pelaku usaha.  
2) Nihilnya kebijaksanaan resmi pemerintah tentang pemakaian barang 
berbahaya atau adanya barang yang mempunyai cacat, yang bertentangan 
dengan peraturan-peraturan yang berlaku yang menyangkut dengan 
keamanan dan keselamatan masyarakat. 
3) Masih rendahnya kesadaran masyarakat konsumen dan pelaku usaha 
lapisan bawah serta kurangnya penyuluhan hukum sehingga mereka 
tidak terjangkau oleh peraturan perundang-undangan yang ada.  
4)  Adanya kesengajaan dari pelaku usaha untuk mengedarkan barang yang 
cacat dan berbahaya, baik karena menyadari kelemahan konsumen, 
kelemahan pengawasan, ataupun demi mengejar keuntungan atau laba.  
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Perlindungan konsumen juga membebankan kewajiban-kewajiban 
kepada para pelaku usaha sebagai wujud konkrit dari upaya pemberdayaan 
konsumen itu sendiri. Adapun kewajiban-kewajiban para pelaku usaha 
tersebut berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut : 
1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. 
2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 
jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, 
perbaikan dan pemeliharaan.  
3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta 
tidak diskriminatif. 
4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau 
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa 
yang berlaku.  
5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau 
mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau 
garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan. 
6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang 
dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai 
dengan perjanjian. 
Jika dilihat mengenai kewajiban-kewajiban pelaku usaha dalam 
Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut tampak jelas 
bahwa itikad baik lebih ditekankan kepada pelaku usaha, karena meliputi 
semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat 
diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak 
barang diproduksi hingga pada tahap penjualan, sebaliknya konsumen hanya 
diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan 
jasa. Hal ini tentu saja disebabkan karena kemungkinan terjadinya kerugian 
bagi konsumen dimulai sejak barang diproduksi oleh pelaku usaha, 
sedangkan bagi konsumen kemungkinan untuk dapat merugikan pelaku 
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Miru & Sutarman Yodo, 2004 : 54). Adapun mengenai kewajiban pelaku 
usaha yang lainnya yaitu memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur 
tentang keadaan dan jaminan dari suatu barang dan/atau jasa disamping 
merupakan hak konsumen, juga karena ketiadaan informasi atau 
ketidakjelasannya informasi dari pelaku usaha yang membuat produk, maka 
produk tersebut dapat dikategorikan sebagai produk cacat (cacat informasi), 
yang dapat merugikan konsumen cepat atau lambat. 
c. Dengan memberikan upaya penyelesaian sengketa konsumen 
  Perlindungan konsumen juga memberikan upaya untuk 
menyelesaikan sengketa konsumen. Menurut Pasal 45 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 
penyelesaian dari permasalahan konsumen dapat dipecahkan melalui jalan 
peradilan maupun non-peradilan. Mereka yang bermasalah harus memilih 
jalan untuk memecahkan permasalahan mereka. Berikut ini adalah upaya 
penyelesaian sengketa konsumen terhadap pelaku usaha di Indonesia yang 
dilakukan melalui jalan peradilan :  
1) Gugatan Individual  
Gugatan individual adalah gugatan yang diajukan oleh hanya satu 
orang konsumen yang memiliki sengketa dengan pihak lainnya.  
2) Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action)  
Class Action merupakan suatu tata cara pengajuan gugatan 
dimana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan 
gugatan untuk diri atau diri mereka sendiri sekaligus mewakili 
sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan 
fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok 
dimaksud (Cellina Tri Siwi K, 2008: 192). 
3) Gugatan Legal Standing  
Pada prinsipnya istilah legal standing dapat diartikan secara luas 
yaitu akses orang perorangan atau kelompok/organisasi di pengadilan 
sebagai pihak penggugat. Legal standing, standing tu sue, ius standi, 
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atau organisasi untuk tampil di pengadilan sebagai penggugat dalam 




4) Gugatan Pemerintah  
Yaitu gugatan seseorang/individu dan/atau badan hukum kepada 
pemerintah. Sejauh ini gugatan Pemerintah sebagai konsumen terhadap 
pihak produsen belum pernah terjadi. 
Sedangkan penyelesaian dengan cara non peradilan bisa dilakukan 
melalui Alternatif Resolusi Masalah (ARM) di Badan Penyelesaian 
Sengketa Konsumen (BPSK), dan Direktorat Perlindungan Konsumen atau 
lokasi-lokasi lain baik untuk kedua belah pihak yang telah disetujui 
(http;/www.pemantauperadilan.com.html, 10 Desember 2010). Ketika 
kedua pihak telah memutuskan untuk melakukan penyelesaian non 
peradilan, nantinya ketika mereka akan pergi ke pengadilan (lembaga 
peradilan) untuk masalah yang sama, mereka hanya dapat mengakhiri 
tuntutan mereka di pengadilan jika penyelesaian non peradilan gagal.  
Salah satu penyelesaian sengketa dengan jalan non-peradilan  adalah 
melalui BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen). BPSK adalah 
institusi non struktural yang memiliki fungsi sebagai institusi yang 
menyelesaikan permasalahan konsumen di luar pengadilan secara murah, 
cepat dan sederhana. Badan ini sangat penting dibutuhkan di daerah dan 
kota di seluruh Indonesia. Anggota-anggotanya terdiri dari perwakilan 
aparatur pemerintah, konsumen dan pelaku usaha. Konsumen yang 
bermasalah terhadap produk yang dikonsumsi akan dapat memperoleh 
haknya secara lebih mudah dan efisien melalui peranan BPSK. Selain itu 
bisa juga menjadi sebuah akses untuk mendapatkan infomasi dan jaminan 
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Dalam menangani dan mengatur permasalahan konsumen, BPSK 
memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran 
laporan dan keterangan dari para pihak yang bersengketa.. Tagihan, hasil 
test lab dan bukti-bukti lain oleh konsumen dan pengusaha dengan mengikat 
penyelesaian akhir. Tugas-tugas utama BPSK yaitu : 
1) Menangani permasalahan konsumen melalui mediasi, konsiliasi atau 
arbitrase. 
2) Konsultasi konsumen dalam hal perlindungan konsumen. 
3) Mengontrol penambahan dari bagian-bagian standarisasi. 
4) Memberikan sanksi administrasi terhadap pengusaha yang menyalahi 
aturan. 
2. Prinsip Caveat Venditor Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Hak-
Hak Konsumen 
Seringkali terjadi antara pelaku usaha dan konsumen terdapat 
ketidakseimbangan posisi. Ketidakseimbangan posisi ini terlihat dalam 
perbedaan pengetahuan antara pelaku usaha dan konsumen atas suatu 
produk. Acapkali konsumen tanpa berpikir panjang dan memeriksa produk 
yang dimaksud langsung saja mengkonsumsi produk tersebut. Pertimbangan 
atas resiko yang mungkin timbul menjadi faktor terakhir yang sering kali 
terlambat untuk diantisipasi. Akhirnya konsumen mengalami kerugian yang 
sangat besar dari segi materi ataupun non materi.  
Kemudian bila dilihat dari sisi perlindungan konsumen menghadapi 
perdagangan bebas, posisi konsumen berada pada dua sisi, yaitu sebagai 
berikut :  
a. Posisi konsumen diuntungkan :  
Hal ini disebabkan karena perdagangan bebas telah mengakibatkan 
begitu banyaknya pilihan bagi konsumen mengenai jenis serta macam 
barang, mutu maupun harga. 
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Masih lemahnya pengawasan di negara berkembang tentang 
standardidasi mutu barang dan peraturan yang berlaku di negara 
berkembang dapat mengakibatkan negara-negara berkembang tersebut 
menjadi sasaran tujuan bagi barang-barang reject, yang di negara maju 
tidak memenuhi persyaratan pasar (Dhaniswara K. Hardjono, 2006 : 72). 
Posisi konsumen yang sering menjadi pihak yang dirugikan  tersebut 
diataslah yang mendorong lahirnya prinsip product liability dalam dunia 
perlindungan konsumen. Product liability adalah suatu tanggung jawab 
secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan sutau produk atau 
dari orang atau badan yang bergerak dalam suatu proses untuk 
menghasilkan suatu produk atau dari orang atau badan yang menjual atau 
mendistribusikan produk tersebut (Cellina Tri Siwi K, 2008 : 101). Istilah 
product liability sekarang ini hampir secara universal diterapkan pada 
tanggung jawab perusahaan atas kerusakan atau kecelakaan pada orang 
maupun harta benda dari konsumen atau pihak ketiga yang disebabkan oleh 
produk yang telah dijual. 
Dalam Black’s Law Dictionary, terdapat 3 (tiga) rumusan mengenai 
Product Liability (Henry Campbell Black, 2004 : 933), yaitu : 
a. ”A manufacture’s or seller’s tort liability for any damages or injuries 
suffered by a buyer, user, or bystander as a result of a defective product. 
Product Liabilty can be based on a theory of negligence, “stric liability, 
or breach of warranty”.  (kewajiban manufaktur atau penjual atas segala 
kerusakan atau luka-luka yang diderita oleh seorang pembeli, pengguna, 
atau pengamat sebagai akibat dari produk cacat. Tanggung jawab produk 
dapat didasarkan pada teori kelalaian, kewajiban mutlak, atau 
pelanggaran jaminan). 
b. “The legal theory by which liability is imposed on the manufactures and 
sellers of defective product”.  (Sebuah teori hukum dimana kewajiban 
dikenakan pada manufaktur dan penjual produk yang cacat). 
c. “Refers to the legal liability of manufactures and sellers to compensate 
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because of defects in goods purchased”. (Mengacu pada tanggung jawab 
hukum manufaktur dan penjual untuk mengkompensasi pembeli, 
pengguna dan bahkan para pengamat, atas kerusakan atau cedera yang 
diderita karena cacat pada barang yang dibeli). 
Dalam product liability dikenal 2 (dua) prinsip kehati-hatian, 
prinsip-prinsip tersebut adalah : 
a. Prinsip caveat emptor (let the buyer beware) yang mengatakan bahwa 
para konsumen harus berhati-hati dalam memilih, membeli dan 
mengkonsumsi suatu barang. Pelaku usaha tidak bertanggung jawab atas 
segala resiko yang diderita konsumen jika terjadi suatu yang tidak 
diharapkan setelah pemakaian produk yang diproduksi oleh pelaku usaha 
tersebut. 
b. Prinsip caveat venditor (let the seller beware), prinsip ini berbanding 
terbalik dengan prinsip caveat emptor. Prinsip ini mengatakan bahwa 
pelaku usahalah yang harus berhati-hati dalam memproduksi suatu 
barang yang akan diedarkan dan dipasarkan kepada konsumen 
(http://kuliahonline.unikom.ac.id/?listmateri/&detail=2946&file=/Doktri
n-Caveat-Venditor.html, 11 November 2010). 
Berdasarkan prinsip caveat venditor, pelaku usaha seharusnya dapat 
berhati-hati dalam memproduksi sebelum produk dilempar ke pasaran 
sehingga konsumen tidak perlu ragu lagi akan jaminan kualitas dan 
keamanan suatu produk. Hal ini mencegah akibat-akibat tidak baik yang 
akan timbul dan dapat diderita oleh konsumen setelah pemakaian produk 
tersebut. Prinsip caveat venditor juga mewajibkan pabrik dan pelaku usaha 
sebagai penjual dapat bersikap cermat, agar barang-barang hasil 
produksinya tidak mendatangkan kerugian bagi kesehatan dan keselamatan 
konsumen. Hal tersebut dikarenakan pihak konsumen memiliki hak asasi 
untuk mendapatkan produk yang terjamin mutunya dan aman untuk 
dikonsumsi. Penerapan prinsip caveat venditor ini juga merupakan salah 
satu upaya untuk menegakkan dan melindungi hak-hak konsumen yang 
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Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang juga 
berkaitan erat dengan pembebanan kewajiban-kewajiban kepada pelaku 
usaha sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen.  
Adapun kewajiban-kewajiban pelaku usaha berdasarkan Pasal 7 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen 
yang sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan yang hendak dicapai oleh prinsip 
caveat venditor (kehati-hatian pelaku usaha) adalah sebagai berikut : 
a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya 
Hal ini dimaksudkan bahwa pelaku usaha dalam memproduksi 
produknya tidak hanya dalam rangka untuk mencari keuntungan (profit 
oriented) semata namun harus menjunjung tinggi itikad baik dalam segala 
kegiatan usaha yang dilakukannya, baik dari masa produksi hingga masa 
peredaran produk.  
b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 
jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, 
perbaikan dan pemeliharaan  
Kewajiban ini dimaksudkan bahwa pelaku usaha harus memberikan 
transparansi mengenai kejelasan dan kebenaran informasi atas kondisi 
produknya yang diedarkan. Serta pelaku usaha harus dapat memberikan 
penjelasan mengenai tata cara penggunaan obat tersebut, bagaimana sistem 
perbaikannya jika produk yang sudah dibeli konsumen rusak setelah berada 
di tangan konsumen dan tentang cara-cara pemeliharaan produk tersebut 
agar produk dapat tahan lama ketika digunakan oleh konsumen. 
c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak 
diskriminatif 
Maksud dari kewajiban pelaku usaha disini adalah bahwa pelaku 
usaha harus memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan 
jujur, serta tidak berlaku diskriminatif dengan membeda-bedakan konsumen 
berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya miskin, dan 
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d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau 
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa 
yang berlaku  
Pembebanan kewajiban pelaku usaha ini adalah agar para pelaku 
usaha dapat bertanggung jawab atas kualitas produk yang dihasilkannya 
dengan mutu produk yang baik berdasarkan ketentuan standardisasi yang 
berlaku. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari ekses negatif yang 
dapat diderita oleh konsumen ketika mengkonsumsi produk tersebut. 
e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau 
mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau 
garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan 
Kewajiban ini dibebankan kepada pelaku usaha agar konsumen 
dapat mengetahui kondisi dari produk yang akan dibeli untuk mencegah 
hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat merugikan konsumen setelah 
membeli produk tersebut. Garansi juga wajib diberikan kepada pelaku 
usaha untuk menjamin apabila produk yang telah dibeli konsumen 
tersebut rusak atau cacat. 
f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang 
dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai 
dengan perjanjian 
Pelaku usaha berkewajiban bertanggung jawab memberikan ganti 
rugi atau kompensasi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian 
konsumen akibat mengonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan atau 
diperdagangkan seperti yang tercantum dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 
 
B. Implementasi Prinsip Caveat Venditor Terhadap Praktik Penjualan Obat 
Tanpa Izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Secara Bebas di 
Kota Depok 
Dapat dikatakan obat merupakan produk yang sangat penting bagi para 
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mata para pelaku usaha, obat dapat menjadi sarana untuk melakukan tindakan 
kejahatan terhadap konsumen. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya 
praktik penjualan obat yang tidak sesuai dengan prosedur yang ada dan tidak 
sesuai dengan standardisasi yang telah ditentukan oleh pemerintah yang 
memang sengaja dilakukan oleh para pelaku usaha. Oleh karena itu perlunya 
pengaturan yang jelas dan tegas dalam perundang-undangan mengenai segala 
prosedur dari registrasi hingga ke peredaran obat.  
1. Pengaturan Sistem Registrasi Obat di Indonesia 
Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa pengertian 
registrasi menurut Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 
Republik Indonesia Nomor HK.00.05.3.1950 tentang Kriteria dan Tata 
Laksana Registrasi Obat Pasal 1 angka 1 : “Registrasi adalah prosedur 
pendaftaran dan evaluasi obat untuk mendapat izin edar”. Sistem registrasi 
obat di Indonesia dibagi atas 4 (empat) periode. Pada era tahun 1970-an 
obat didaftarkan berdasarkan surat Menteri Kesehatan No.125/Kab/B.VII/71 
tentang peraturan Wajib Daftar Obat. Obat-obatan pada waktu itu ditandai 
dengan kode No. Reg. D (nomor pendek). Dasar hukum yang digunakan 
pada waktu itu antara lain adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 
tentang Pokok-Pokok Kesehatan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1963 
tentang Farmasi, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika 
dan Undang-Undang Obat Keras (St. 1937 No. 541). 
Sekitar pada tahun 1980-an, pendaftaran obat diatur berdasarkan 
Peraturan Menteri Kesehatan No.389/MenKes/Per/K/80 tentang Kriteria 
Pendaftaraan Obat Jadi. Namun pada tahun 1990-an pemerintah kembali 
merevisi peraturan tentang registrasi obat jadi yaitu Peraturan Menteri 
Kesehatan No.242/Men.Kes./SK/V/1990 tentang Wajib Daftar Obat Jadi. 
Sistem pendaftaran obat-jadi ini mulai mempertimbangkan berbagai aspek 
sebelum obat tersebut diedarkan yaitu khasiat, keamanan dan mutu obat.  
Sedangkan pada era abad ke-21, Direktorat Jenderal Pengawasan 
Obat dan Makanan berubah menjadi Badan Pengawasan Obat dan Makanan 













































commit to user 
49 
 
Kemudian pada tahun 2003, sistem registrasi obat telah dicantumkan dalam 
Pasal 1 angka 1 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 
Nomor HK.00.05.3.1950 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat. 
Sistem evaluasi registrasi ini menitikberatkan pada hal-hal perlindungan 
masyarakat terhadap peredaran obat yang tidak memenuhi persyaratan 
efikasi, keamanan, mutu dan kemanfaatan. 
 
2. Implementasi Prinsip Caveat Venditor pada Kasus Penjualan Obat 
Tanpa Izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Secara Bebas 
di Kota Depok 
Terdapat suatu kasus yang terjadi di Kota Depok dimana Dinas 
Kesehatan Kota Depok menyita ratusan butir obat ilegal yang tidak 
memiliki izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Ratusan 
butir obat tersebut disita dari sejumlah toko kelontong yang terdapat di pasar 
tradisional. Sebanyak lima ratus butir lebih obat ditarik dari peredaran oleh 
Dinas Kesehatan saat menggelar inspeksi mendadak ke Pasar Agung dan 
Pasar Musi, Depok Timur. Obat-obatan tersebut terdiri dari beberapa merek 
yang umumnya berupa antibiotik. Ratusan butir obat tersebut disita lantaran 
menyalahi aturan karena tidak memiliki izin dari Badan Pengawas Obat dan 
Makanan (BPOM). Obat-obatan tersebut adalah obat daftar G, atau obat 
keras, yang tidak boleh dijual sembarangan. Beberapa merek obat yang 
tidak memiliki izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ini di 
antaranya, Super Tetra, Ranadexon, Neuralgin, Aloporinol, dan Amoxilin 
(http:/www.okezone.com/dinkes-depok- sita- ratusan- butir- obat- antibiotik 
.html, 11 Mei 2010). 
Adapun seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa 
pengertian yang sangat sederhana mengenai implementasi adalah proses 
untuk mewujudkan rumusan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari 














































commit to user 
50 
 
a. Implementasi adalah proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk 
mencapainya. 
b. Implementasi memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif. 
c. Efektivitas implementasi ditentukan oleh kemampuan untuk membuat 
hubungan dan sebab akibat yang logis antara tindakan dan tujuan 
(http://www.muniryusuf.com/pengertian-implementasi-kurikulum.html, 8 
Juli 2010).  
Sementara telah dijelaskan pula mengenai prinsip caveat venditor 
(let the seller beware) bahwa prinsip ini adalah prinsip yang menyatakan 
bahwa pelaku usaha harus berhati-hati dalam memproduksi suatu barang 
yang akan diedarkan dan dipasarkan kepada konsumen. Sehingga 
implementasi prinsip caveat venditor dapat diartikan sebagai suatu proses 
untuk melaksanakan suatu rumusan kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan 
dari prinsip kehati-hatian pelaku usaha dalam upaya perlindungan hak-hak 
konsumen. Adapun hak-hak konsumen yang berkaitan dengan implementasi 
caveat venditor  tersebut adalah sebagai berikut : 
a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi 
barang dan/atau jasa 
Pengaturan mengenai hak-hak ini terdapat pada Pasal 4 huruf a 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan  Konsumen. 
Maksud dari pemberian hak ini kepada konsumen adalah agar para 
pelaku usaha dapat menjamin kenyamanan, keamanan dan keselamatan 
konsumen yang dapat dilakukan dengan pelaksanaan beberapa ketentuan-
ketentuan yang berlaku untuk produk yang akan dijual atau dipasarkan 
agar tidak berbahaya jika dikonsumsi oleh konsumen. Apabila dikaitkan 
dengan kasus penjualan obat tanpa izin Badan Pengawas Obat dan 
Makanan (BPOM) di Kota Depok seperti telah disebutkan sebelumnya, 
pelaksanaan hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam 
mengkonsumsi barang dan/atau jasa sebagai wujud implementasi dari 
prinsip caveat venditor adalah dengan memenuhi ketentuan-ketentuan 
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1) Mematuhi tata laksana registrasi atau pendaftaran obat untuk 
mendapatkan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan makanan 
(BPOM) 
Adapun tata laksana registrasi obat diatur oleh Badan 
Pengawas Obat dan Makanan dalam Keputusan Kepala Badan 
Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.3.1950 Tahun 2003 
Tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat yang secara umum 
mengatur bahwa registrasi obat dilakukan dalam dua tahapan, yaitu 
tahapan pra-registrasi yang bertujuan untuk menilai kelengkapan 
administrasi dari industri farmasi yang akan meregistrasi obat dan 
sekaligus menentukan kriteria registrasi dan jalur evaluasi, serta 
tahapan registrasi untuk menilai apakah obat tersebut layak 
mendapatkan izin edar. 
Adapun tujuan utama dari registrasi atau pendaftaran obat disini 
adalah agar obat yang beredar mempunyai khasiat nyata dan aman 
(safety), berkualitas dan merupakan produk yang dibutuhkan di 
Indonesia. Hal lain yang perlu dipertimbangkan antara lain ialah 
ketersediaan (availability), aksesabilitas (accessability), dan 
pengendalian produk yang beredar (http://www.iwandarmansjah. 
web.id/popular.php, 1 Mei 2010).  
Ketentuan tentang izin edar untuk produk obat-obatan tersebut 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan Pasal 106 yang menyebutkan bahwa : 
a) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah 
mendapat izin edar. 
b) Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus 
memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak 
menyesatkan. 
c) Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan 
penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang 













































commit to user 
52 
 
memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau 
kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Terkait dengan pemberian izin edar tersebut, menurut 
Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik 
Indonesia Nomor HK.00.05.3.1950 Tentang Kriteria dan Tata 
Laksana Registrasi Obat Pasal 3 ayat (1), bahwa produk obat yang 
dapat memiliki izin edar harus memenuhi kriteria utama sebagai 
berikut: 
a) Efikasi atau khasiat yang meyakinkan dan keamanan yang 
memadai dibuktikan melalui uji preklinik dan uji klinik atau bukti-
bukti lain sesuai dengan status perkembangan ilmu pengetahuan 
yang bersangkutan. 
b) Mutu yang memenuhi syarat yang dinilai dari proses produksi 
sesuai Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), spesifikasi dan 
metoda pengujian terhadap semua bahan yang digunakan serta 
produk jadi dengan bukti yang sahih. 
c) Penandaan berisi informasi yang lengkap dan obyektif yang dapat 
menjamin penggunaan obat secara tepat, rasional dan aman. 
2) Melaksanakan proses produksi obat dengan menggunakan Cara 
Pembuatan Obat yang Baik (CPOB)  
Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) merupakan suatu 
konsep dalam industri farmasi mengenai prosedur atau langkah-langkah 
yang dilakukan dalam suatu industri farmasi untuk menjamin mutu obat 
jadi yang diproduksi dengan menerapkan good manufacturing practices 
(tata cara berproduksi yang baik) dalam seluruh aspek dan rangkaian 
kegiatan produksi sehingga obat yang dihasilkan senantiasa memenuhi 
persyaratan mutu yang ditentukan sesuai dengan tujuan penggunaannya. 
CPOB bertujuan untuk menjamin obat dibuat secara konsisten memenuhi 
persyaratan yang ditetapkan dan sesuai dengan tujuan penggunaannya. 
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obat tersebut dapat memenuhi kriteria untuk memiliki izin edar sesuai 
dengan Pasal 3 ayat (1) Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan 
Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.3.1950 Tentang Kriteria 
dan Tata Laksana Registrasi Obat seperti yang telah disebutkan 
sebelumnya.  
Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat 4 (empat) landasan 
umum dalam Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) yang seharusnya 
juga diperhatikan oleh pelaku usaha produk obat yang dijual Kota Depok 
tersebut sebagai salah satu upaya untuk mengimplementasikan prinsip 
caveat venditor, yaitu : 
a) Pada pembuatan obat pengawasan secara menyeluruh adalah sangat 
essensial untuk menjamin bahwa konsumen menerima obat yang 
bermutu tinggi. Pembuatan obat secara sembarangan tidak dibenarkan 
bagi obat yang akan digunakan sebagai penyelamat jiwa atau 
memulihkan atau memelihara kesehatan. 
b) Tidaklah cukup apabila obat jadi hanya sekedar lulus dari serangkaian 
pengujian, tetapi yang menjadi sangat penting adalah mutu harus 
dibentuk ke dalam produk. Mutu obat tergantung pada bahan awal, 
proses pembuatan dan pengawasan mutu, bangunan, peralatan yang 
dipakai, dan personalia yang terlibat dalam pembuatan obat. 
c) Untuk menjamin mutu suatu obat jadi tidak boleh hanya 
mengandalkan hanya pada pengujian tertentu saja. Semua obat 
hendaklah dibuat dalam kondisi yang dikendalikan dan dipantau 
dengan cermat. 
d) CPOB merupakan pedoman yang bertujuan untuk memastikan agar 
sifat dan mutu obat yang dihasilkan sesuai dengan yang dikehendaki. 
b. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 
jaminan barang dan/atau jasa 
Hak ini tercantum dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pemberian hak atas informasi 
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dapat memperoleh gambaran yang benar tentang kondisi suatu produk. 
Adapun informasi yang merupakan hak konsumen ini diantaranya adalah 
mengenai manfaat kegunaan produk, tanggal kadaluarsa, nomor registrasi 
dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang merupakan tanda 
bahwa produk tersebut telah mendapatkan izin edar dari Badan Pengawas 
Obat dan Makanan (BPOM) serta identitas pelaku usaha dari produk 
tersebut. Sehubungan dengan kasus penjualan obat di Kota Depok ini, 
pelaku usaha produk obat tersebut tidak mencantumkan nomor registrasi 
dari Badan Pengawas obat dan Makanan (BPOM), sehingga dapat diketahui 
secara jelas bahwa produk obat  tersebut tidak memiliki izin edar dari Badan 
Pengawas obat dan Makanan (BPOM).  
Terdapat suatu uraian mengenai beberapa kerugian yang dapat 
diderita konsumen berkaitan dengan pelanggaran hak atas informasi produk, 
yaitu : “Any misrepresented product characteristics are not simply a minor 
infraction or trivial breach of trust, but an intentional violation of the basic 
rights and interests of human beings. In particular, when consumers receive 
misleading information about the feature of food, medicine, electrical 
appliances, and housing, the products can pose a threat to the users lives or 
quality of living. Even if the products do not harm the consumers physically, 
the misrepresented information undoubtedly harms consumer spiritually. 
The spiritual infringement is certainly a form of damage to human rights, 
while consumers physical suffering is more severe, more strongly 
condemned and draws more concerns than common violations” (Shaoping 
Gan, Vol. 1, No. 1, 2008).  
Pengertian bebas dari uraian tersebut adalah : “Setiap kesalahan 
informasi mengenai karakteristik produk bukan hanya sebuah pelanggaran 
kecil atau pelanggaran kepercayaan yang sepele, namun hal tersebut adalah 
sebuah pelanggaran hak-hak dasar bagi kepentingan manusia. Khususnya 
ketika konsumen menerima informasi yang menyesatkan mengenai kondisi 
dari makanan, obat-obatan, peralatan listrik dan perumahan, produk tersebut 
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kualitas hidupnya. Bahkan apabila produk tersebut tidak merugikan 
konsumen secara fisik, namun tidak dapat diragukan lagi kesalahpahaman 
informasi dapat merugikan konsumen secara psikis. Gangguan secara psikis 
tentu saja merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi 
manusia yang lebih berat yang dapat diderita oleh konsumen, yang lebih 
mengutuk dan lebih banyak menarik perhatian-perhatian dibanding 
pelanggaran-pelanggaran umum”. 
Dari penjelasan dalam artikel tersebut dapat ditarik kesimpulan 
bahwa pelanggaran terhadap hak atas informasi yang benar dan jelas kepada 
konsumen bukan hanya merupakan pelanggaran yang sepele, namun 
merupakan pelanggaran terhadap hak-hak dasar atau hak-hak asasi manusia. 
Pelanggaran tersebut dapat menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup 
konsumen yang memakainya, khususnya tentang informasi yang 
menyesatkan mengenai kondisi makanan, obat-obatan, dan lain-lain. Tidak 
hanya pelanggaran secara fisik yang dapat diderita, namun pelanggaran 
secara psikis juga dapat diderita oleh korbannya. Pelanggaran secara psikis 
tersebut merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi 
manusia yang lebih berat dan lebih terkutuk dibandingkan pelanggaran yang 
lain karena dapat menimbulkan trauma yang sulit disembuhkan bagi jiwa 
konsumen yang dalam hal ini adalah konsumen produk obat tanpa izin 
BPOM di Kota Depok tersebut. 
c. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian 
sengketa perlindungan konsumen secara patut 
Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya 
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut ini tercantum 
dalam Pasal 4 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen. Hak ini adalah hak yang  memungkinkan 
konsumen untuk memperoleh keadilan. Terkait dengan kasus penjualan obat 
tanpa izin dari BPOM di Kota Depok ini, para konsumen yang membeli dan 
mengkonsumsi produk obat tersebut berhak untuk mendapatkan advokasi, 
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diedarkan dan dibeli oleh konsumen menimbulkan efek yang buruk bagi 
kesehatan konsumen itu sendiri, adapun upaya penyelesaian sengketa 
konsumen yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut: 
1) Upaya penyelesaian sengketa konsumen terhadap pelaku usaha melalui 
jalan peradilan :  
a) Gugatan Individual  
Merupakan gugatan yang diajukan oleh hanya satu orang konsumen 
yang memiliki sengketa dengan pelaku usaha.  
b) Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action)  
Class Action merupakan suatu mekanisme atau prosedur gugatan 
dimana pihak wakil kelompok bertindak tidak hanya untuk dirinya 
sendiri tetapi juga sekaligus mewakili wakil kelompok yang 
jumlahnya banyak dengan menderita kerugian yang sama. 
c) Gugatan Legal Standing 
Pada prinsipnya istilah legal standing dapat diartikan secara luas yaitu 
akses orang perorangan atau kelompok/organisasi di pengadilan 
sebagai pihak penggugat. Legal standing/standing tu sue/ius 
standi/locus standi dapat diartikan sebagai hak seseorang, sekelompok 
orang atau organisasi untuk tampil di pengadilan sebagai penggugat 
dalam proses gugatan perdata (Civil Proceding) disederhanakan 
sebagai “hak gugat”.  
d) Gugatan Pemerintah  
Sejauh ini gugatan Pemerintah sebagai konsumen terhadap pihak 
produsen belum pernah terjadi. 
2) Upaya penyelesaian sengketa konsumen dengan jalan non peradilan 
Sementara itu penyelesaian sengketa dengan cara non peradilan 
dapat dilakukan melalui Alternatif Resolusi Masalah (ARM) di Badan 
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Direktorat Perlindungan 
Konsumen atau lokasi-lokasi lain baik untuk kedua belah pihak yang 
telah disetujui. Ketika kedua pihak telah memutuskan untuk melakukan 
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pengadilan (lembaga peradilan) untuk masalah yang sama, mereka hanya 
dapat mengakhiri tuntutan mereka di pengadilan jika penyelesaian non 
peradilan gagal.  
d. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila 
barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau 
tidak sebagaimana mestinya 
Hak konsumen ini tercantum dalam Pasal 4 huruf h Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. sehubungan dengan 
praktik penjualan obat di Kota Depok ini hak untuk mendapatkan 
kompensasi, ganti rugi/penggantian dapat diberikan kepada konsumen 
apabila produk obat yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak 
sebagaimana mestinya yaitu seperti yang tercantum pada Pasal 19 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
yang menyebutkan bahwa : “Pelaku usaha harus bertanggung jawab 
memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian 
konsumen akibat mengonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan atau 
diperdagangkan”. Pemberian hak tersebut kepada konsumen juga 
merupakan salah satu implementasi prinsip caveat venditor dalam upaya 
perlindungan hak-hak konsumen. 
Tidak dapat dipungkiri, maraknya peredaran obat tanpa izin edar dari 
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) seperti pada kasus di Kota 
Depok ini dapat berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat. Pelaku usaha 
yang mengedarkan obat tersebut seakan-akan tidak menghiraukan akibat 
yang ditimbulkan dari tindakan yang mereka lakukan. Terdapat banyak 
faktor yang menyebabkan terjadinya peredaran obat tanpa izin edar dari 
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ini, antara lain :  
a. Keinginan mendapatkan keuntungan 
Praktik peredaran obat tanpa izin BPOM ini sepenuhnya dimotivasi oleh 
keserakahan dan kepentingan bisnis atau keinginan mendapatkan 
keuntungan semata. Bagi para pelaku usaha yang melakukannya, 
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menggiurkan dengan risiko yang relatif minim. Ini juga alasan mengapa 
yang paling banyak diedarkan dan dijual adalah obat-obat bermerek 
internasional yang umumnya mahal dan fast move (cepat laku). 
Maraknya perdagangan obat tanpa izin dari BPOM di indonesia juga 
dilatari pertimbangan bahwa biaya produksi obat tersebut jauh lebih 
murah dan dengan proses yang lebih mudah ketimbang mendaftarkannya 
kepada BPOM yang akan memakan waktu yang cukup lama dan dengan 
proses yang berbelit-belit.  
b. Masih tingginya peredaran obat tanpa izin edar dan tidak memiliki 
standar mutu yang baik di Indonesia karena lemahnya kontrol dari 
pemerintah dalam memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang 
mengedarkan obat tersebut. Selain pengontrolan yang lemah, pemerintah 
juga tidak memperbaiki regulasi obat dengan ancaman sanksi yang lebih 
berat jika tidak mematuhinya.  
Penegakan hukum dan pemberian sanksi dalam kasus penjualan obat 
tanpa izin dari BPOM ini juga merupakan salah satu upaya perlindungan 
hak konsumen, namun penegakan hukum dan pemberian sanksi ini masih 
sangat lemah karena seringkali diketemukan bahwa sanksi yang dijatuhkan 
pengadilan bagi pelaku usaha yang mengedarkan obat seperti kasus di Kota 
Depok tersebut masih sangat ringan. Sanksi yang ringan tidak dapat 
menimbulkan efek jera, sehingga implikasinya cukup mengkhawatirkan 
karena kerugian yang dapat ditimbulkan akibat pemakaian obat yang tidak 
memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan 
tidak terjamin standar mutunya ini sangat berat, yaitu bagi pasien yang 
memerlukan pengobatan jangka panjang, obat tersebut dapat mengakibatkan 
sasaran atau tujuan pengobatan tidak tercapai dan bahkan yang terburuk 
adalah dapat mengakibatkan kematian. 
Seharusnya pelaku usaha produk obat di Kota Depok pada kasus ini 
dapat dikenakan sanksi yang tegas dan berat terkait dengan apa yang telah 
dilakukannya, karena produk obat yang ia edarkan tersebut dapat dikategorikan 
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yaitu apabila produk itu tidak aman penggunaannya, tidak memenuhi syarat-
syarat sebagaimana diharapkan orang dengan mempertimbangkan berbagai 
keadaan, seperti penampilan produk, kegunaan yang sepatutnya diharapkan 
dari produk dan saat produk itu diedarkan (Az. Nasution, 2001 : 174). 
Sehubungan dengan hal tersebut, ketentuan mengenai sanksi yang 
dapat diberlakukan kepada pelaku usaha obat-obatan yang tidak memiliki 
izin edar seperti di Kota Depok tersebut, yaitu sesuai dengan Pasal 80 ayat 
(4) huruf b Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
adalah : 
 “ Barang siapa dengan sengaja : 
b. memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat 
atau bahan obat yang tidak memenuhi syarat farmakope Indonesia 
dan atau buku standar lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
40 ayat (1); dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima 
belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 
(tiga ratus juta rupiah)”. 
Karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen berkedudukan sebagai undang-undang payung (Umbrella Act) 
yang dalam implementasinya untuk hal-hal teknis seperti tersebut diatas 
harus menghubungkan dengan undang-undang atau peraturan perundang-
undangan yang terkait dengan substansi pada kasus tersebut yang dalam hal 
ini terkait dengan praktik penjualan obat tanpa izin edar dari Badan 
Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang dimana produk obat adalah  
merupakan salah satu produk kesehatan, sehingga sanksi yang dapat 
diberlakukan disini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 






















































BAB IV. PENUTUP 
 
Setelah penulis mengadakan penelitian dengan menggunakan metodologi 
penelitian yang ada dan atas dasar data maupun hasil analisis dalam penelitian ini, 
maka penulis dapat menarik beberapa simpulan. Dari simpulan yang ada tersebut, 
penulis juga mencoba mengemukakan saran yang terkait dengan permasalahan 
penelitian ini. Adapun simpulan dan saran tersebut adalah sebagai berikut : 
 
A. Simpulan 
1. Bahwa pengaturan mengenai implementasi prinsip caveat venditor dalam 
upaya perlindungan hak konsumen tercantum dalam Undang-Undang Nomor 
8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pengaturan tersebut sangat 
bermanfaat untuk memberikan keadilan bagi para konsumen pelanggan obat 
yang diedarkan oleh pelaku usaha di Kota Depok tanpa izin edar dari Badan 
Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Hal tersebut dapat terlihat dari 
tercantumnya ketentuan mengenai pemberian hak-hak konsumen pada Pasal 4 
dan ketentuan mengenai pembebanan kewajiban-kewajiban bagi pelaku usaha 
pada Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang wajib 
diperhatikan oleh seluruh pihak baik konsumen maupun pelaku usaha. 
Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen ini dapat menjadi suatu kepastian hukum bagi 
konsumen jika ia menderita kerugian karena penggunaan produk obat tersebut. 
2. Aturan-aturan hukum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen ini telah cukup memadai untuk memberikan keadilan 
dan kepastian hukum bagi konsumen, namun karena produk yang diedarkan 
dan dijual di Kota Depok tersebut adalah produk obat yang merupakan salah 
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menggunakan ketentuaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 
2009 tentang Kesehatan yang tercantum dalam Pasal 80 ayat (4) huruf b. 
Selain itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang ditugaskan oleh 
Presiden untuk mengawasi jalannya peredaran obat makanan pada kasus di 
Kota Depok ini telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang 
ada, namun keberlakuan sanksi yang dapat dikenakan bagi para pelaku usaha 
yang melaksanakan praktik kecurangan seperti pada kasus ini masih belum 
secara tegas diaplikasikan oleh para aparat penegak hukum, karena masih 
banyak diketemukan bahwa penegakan sanksinya masih sangat ringan dan 




Untuk mengurangi jumlah pelaku usaha yang melaksanakan 
kecurangan seperti pada praktik penjualan obat tanpa izin BPOM di Kota 
Depok, terdapat beberapa upaya preventif yang dapat dilakukan, yaitu : 
1. Upaya preventif yang dapat dilakukan oleh pemerintah, yakni : 
a. Pembinaan dan penyuluhan terhadap konsumen dan pelaku usaha 
produk obat. 
b. Mengadakan kerja sama antara pemerintah (Departemen Kesehatan, 
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), kepolisian, 
pengadilan, dan kejaksaan) dengan industri, distributor, tenaga medis, 
apotek, toko obat, konsumen, dan juga masyarakat dalam rangka 
pengawasan dari masa produksi sampai peredaran obat. 
c. Memberikan jaminan kepada setiap warganya untuk dapat hidup 
sehat serta fasilitas yang memudahkan dalam mengakses produk 
kesehatan, sehingga tidak ada kesempatan lagi bagi para pelaku usaha 
produk kesehatan yang dalam hal ini berupa obat-obatan untuk 
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d. Memberikan informasi yang benar kepada masyarakat mengenai 
produk obat yang terjamin mutu dan kualitasnya serta dapat 
memperluas pengetahuan masyarakat tentang pemilihan obat. 
e. Memberikan sanksi yang tegas dan berat sesuai dengan ketentuan 
dari perundang-undangan yang dapat menimbulkan efek jera. 
2. Upaya preventif yang dapat dilakukan oleh konsumen dan lembaga 
swadaya masyarakat, yaitu : 
a. Memberikan penjelasan atas pengaduan atau komplain dari konsumen 
serta menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
b. Memberdayakan konsumen agar menjadi lebih aktif dan peduli akan 
perlindungan konsumen. 
c. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat akan hak dan 
tanggung jawabnya dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan, 
sehingga timbul kepeduliannya apabila haknya sebagai konsumen 
dilanggar. 
d. Mengembangkan solidaritas masyarakat untuk menyadari pentingnya 
arti dan makna perlindungan konsumen bagi peningkatan kecerdasan 
bangsa yang mandiri serta cinta produksi dalam negeri. 
e. Meningkatkan persamaan pandangan dari masyarakat akan arti 
pentingnya perlindungan konsumen. 
 
 
 
 
 
 
